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ABSTRACT

A feasibility study toward the prerequisite conditions is required for the successful implementation of the V'illage Forest program
in Tanjung Aur 11 Village. This study aims to: 1) identify bio-geophysical conditions of the work area; 2) analyze the conditions of sosio-
economic-cultural society/ institutional; 3) analyze the support of stakebolders; and 4) formulate appropriate implementation strategies.
The study was using survey method and qualitative studies with multiple analysis technigues. The results showed that: 1) the
biogeophysical conditions was eligible and suitable to be proposed as village forest working area; 2) conditions of socio-economic-cultural
commmnities enable to form village forest management institution, through collaboration between state forest encroachers and the villager
representatives; 3) stakeholders were ready to provide support facilitation and assistance according to their capacity and capabilities. Key
stakeholder were among others BPDAS Ketahun, Dishut Provinsi Bengkulu, Dishut ESDM Bengkulu Selatan, NGOs Ulayat, and
officials of the Village; 4) the implementation strategy of wvillage forest program that suitable for Tanjung Aur 11 was a competitive
strategy or diversification (S-T strategy), with the main priority of the strategy, among others by seeking and asking for support from
relevant stakeholders or other parties who had capacity and capability to undertake facilitation and assistance.

Keywords: Village forest; feasibility; strategies; implementation.

ABSTRAK

Studi kelayakan terhadap kondisi prasyarat perlu dilakukan untuk keberhasilan implementasi program Hutan
Desa, termasuk di wilayah Desa Tanjung Aur II. Penelitian ini bertujuan: 1) mengidentifikasi kondisi
biogeofisik/persyaratan areal kerja; 2) menganalisis kondisi sosial ekonomi budaya masyarakat/persyaratan
kelembagaan; 3) menganalisis dukungan stakeholder, dan 4) memformulasikan strategi impelementasi yang sesual.
Penelitian menggunakan metode survei dan kajian kualitatif dengan multi teknik analisis. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa: 1) Areal hutan negara di Desa Tanjung Aur II memenuhi persyaratan dan layak diusulkan
sebagai areal kerja Hutan Desa; 2) Kondisi sosial ekonomi budaya masyarakat di wilayah Desa Tanjung Aur 11
memungkinkan untuk membentuk lembaga pengelola Hutan Desa, melalui kolaborasi masyarakat perambah hutan
negara dan perwakilan masyarakat Desa Tanjung Aur 1I; 3) Stakeholder siap memberikan dukungan fasilitasi dan
pendampingan sesuai kapasitas dan kapabilitasnya masing-masing. Stakebolder kunci adalah BPDAS Ketahun,
Dishut Provinsi Bengkulu, Dishut ESDM Kabupaten Bengkulu Selatan, LSM Ulayat, dan Aparatur Desa Tanjung
Aur 1II; 4) Strategi implementasi program Hutan Desa yang sesuai bagi Desa Tanjung Aur II adalah strategi
kompetitif atau diversifikasi (strategi S-T), dengan strategi prioritas utama adalah mencari dan meminta dukungan
dari stakeholder terkait ataupun pihak-pihak lainnya yang memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk melakukan fasilitasi
dan pendampingan.

Kata kunci: Hutan desa; kelayakan; strategi; implementasi.
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I. PENDAHULUAN

Hutan merupakan suatu ekosistem sosial politik
yang merupakan arena bagi berbagai kepentingan
sumber daya alam (Cahyono, 2012). Kompleksitas
kepentingan banyak pihak, termasuk masyarakat
dapat memicu lahirnya konflik sosial antar pihak
yang berkepentingan dalam penguasaan hutan.
Konflik penguasaan hutan tidak hanya menimbul-
kan kerusakan sumber daya alam, tetapi juga
merusak relasi antar manusia dan hancurnya
tatanan sosial (Maring, 2013). Permasalahan ini
tidak dapat diatasi dengan meniadakan komponen
yang dianggap mengancam (masyarakat), tetapi
dapat diantisipasi dengan cara memperbaiki dan
membangun hutan bersama-sama (pemerintah dan
masyarakat) agar hutan menjadi tetap lestari dan
bermanfaat (Sumanto, 2009).

Kerusakan hutan tidak mungkin dapat dihenti-
kan tanpa dibangunnya kondisi yang memungkin-
kan tumbuhnya kepedulian masyarakat terhadap
hutan. Keterlibatan masyarakat sekitar hutan dalam
pengelolaan hutan merupakan suatu keharusan,
sechingga cara alternatif yang dapat dipilih oleh
pemerintah adalah dengan menggulirkan kebi-
jakan-kebijakan pengelolaan hutan berbasis
masyarakat (Kartodihardjo, 2007). Kebijakan-
kebijakan pengelolaan hutan berbasis masyarakat
ini dimanifestasikan dalam bentuk program-
program perhutanan sosial. Perhutanan sosial
merupakan konsep yang telah diterima dan diakui
sebagai salah satu pendekatan yang baik dalam
rangka mencapai kelestarian hutan dan memberi-
kan berbagai manfaat positif bagi masyarakat,
termasuk juga masyarakat di luar wilayah program
(Borrini-Feyerabend, 2003; Brunner, Seymour, &
Badenoch, 1999; Lacuna-Richman, 2012).

Salah satu program perhutanan sosial yang
digagas oleh pemerintah adalah Hutan Desa. Hutan
Desa didefinisikan sebagai hutan negara yang
belum dibebani izin/hak, yang dikelola oleh desa
dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa
(Dephut, 2007; Dephutbun, 1999; Wiyono &
Santoso, 2009). Penyelenggaraan hutan desa
dimaksudkan untuk memberikan akses kepada
masyarakat desa melalui lembaga desa dalam
memanfaatkan sumber daya hutan secara lestari
serta bertujuan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat secara berkelanjutan (Kemenhut, 2014).

Implementasi program Hutan Desa belum
berjalan efektif yang tercermin dari tidak

tercapainya target nasional penetapan areal kerja
Hutan Desa periode 2010-2014 sebesar 500.000
hektar (Kemitraan, 2011; Prasetyo, 2013). Sejak
tahun 2008 hingga akhir tahun 2014 baru 397 desa
yang mengusulkan penetapan areal kerja Hutan
Desa, 223 desa telah mendapatkan penetapan
dengan luas total = 318.024 hektar, dan 32 desa di
antaranya sudah mendapatkan hak pengelolaan
Hutan Desa (Dit BPS Kemenhut, 2015).
Minimnya data-data kondisi biogeofisik dan sosial
ckonomi budaya (sosekbud) desa, kurangnya
dukungan stakeholder, serta belum terumuskannya
strategi implementasi yang tepat menjadi hal
mendasar penyebab belum efektifnya pelaksanaan
program Hutan Desa ini.

Desa Tanjung Aur I di Kecamatan Pino Raya,
Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan salah
satu potret nyata desa hutan yang menggambarkan
ketiga persoalan pokok kehutanan (ekologi,
ckonomi, sosial dan budaya). Desa ini juga belum
pernah tersentuh program perhutanan sosial,
termasuk program Hutan Desa. Kawasan hutan
negara di desa ini memiliki fungsi strategis sebagai
pengatur sistem tata air dan penyangga bagi
wilayah-wilayah lainnya dalam Daerah Aliran
Sungai (DAS) Pino. Namun, sebagian areal hutan
negara tersebut dirambah dan dikonversi menjadi
lahan pertanian atau perkebunan oleh masyarakat.

Berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh
instansi yang membidangi kehutanan di Kabupa-
ten Bengkulu Selatan menyebabkan upaya-upaya
petlindungan dan pengamanan kawasan hutan dari
ancaman perambahan cukup sulit untuk dilaksana-
kan secara intensif. Ancaman perambahan ini
sangat mungkin akan meluas, mengingat 58,6%
penduduk usia kerja yang bekerja di Kabupaten
Bengkulu Selatan lapangan pekerjaan utamanya
adalah di sektor pertanian dan membutuhkan
lahan untuk aktivitas budi daya (BPS Kab BS,
2013).

Kondisi ini memerlukan penanganan yang
cepat dan tepat, salah satunya adalah dengan
mengimplementasikan program perhutanan sosial
Hutan Desa. Program Hutan Desa merupakan
salah satu skema perhutanan sosial yang dapat
menjadi solusi alternatif bagi permasalahan
pengelolaan sumber daya hutan negara di Desa
Tanjung Aur II. Persyaratan utama yang harus
dipenuhi dalam implementasi program Hutan
Desa adalah ketersedian areal kerja, lembaga
pengelola, serta dukungan fasilitasi dan pendam-
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pingan. Ketiga persyaratan ini perlu dikaji terlebih
dahulu dengan mengidentifikasi serta menganalisis
kondisi biogeofisik, sosial-ekonomi-budaya
(sosekbud), dan dukungan stakeholder terkait. Dari
hasil analisis tersebut akan diketahui kelayakan
program ini untuk diimplementasikan di Desa
Tanjung Aur I1.

Langkah selanjutnya adalah merumuskan
strategl yang sesuai bagi implementasi program
Hutan Desa di wilayah Desa Tanjung Aur II
Dengan adanya strategi implementasi yang baik,
diharapkan program Hutan Desa di Desa Tanjung
Aur II dapat terlaksana dengan baik. Program
Hutan Desa yang dapat diimplementasikan dengan
baik akan mampu menjamin kelestarian hutan,
meningkatkan kesejahteraan, dan mencegah
terjadinya konflik pemanfaatan sumber daya hutan.

Pertanyaan penelitian di dalam studi ini, adalah:
1) apakah kondisi biogeofisik kawasan hutan di
Desa Tanjung Aur II memenuhi persyaratan areal
kerja Hutan Desa?; 2) apakah kondisi sosekbud
masyarakat di Desa Tanjung Aur II memungkinkan
untuk membentuk lembaga pengelola Hutan
Desar; 3) bagaimana potensi dukungan fasilitasi dan
pendampingan stakeholder terhadap implementasi
program Hutan Desa di wilayah Desa Tanjung Aur
II?; dan 4) bagaimana strategi yang sesuai bagi
implementasi program Hutan Desa di wilayah Desa
Tanjung Aur I1?

Dalam rangka menjawab rumusan masalah
penelitian di atas, dilakukan serangkaian penelitian
dengan tujuan: 1) mengidentifikasi kondisi
biogeofisik kawasan hutan di Desa Tanjung Aur 11
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yang terkait dengan persyaratan areal kerja Hutan
Desa; 2) menganalisis kondisi sosekbud
masyarakat di Desa Tanjung Aur II yang terkait
dengan persyaratan kelembagaan Hutan Desa; 3)
meng-analisis dukungan stakeholder yang terkait
dengan fasilitasi dan pendampingan dalam
implementasi program Hutan Desa; dan 4)
memformulasikan strategi yang sesuai bagi
implementasi program Hutan Desa di wilayah
Desa Tanjung Aur I1.

II. METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian berada di Desa Tanjung Aur
II, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu
Selatan, Provinsi Bengkulu (Gambar 1). Penelitian
dilaksanakan selama 6 (enam) bulan, mulai bulan
Februari 2015 hingga bulan Juli 2015.

Penelitian ini menggunakan metode survei dan
kajian kualitatif (Singarimbun ez al, 20006;
Sugiyono, 2009; Sugiyono, 2013). Variabel
penelitian, data, metode pengumpulan dan analisis
data sebagaimana tertera dalam rincian tahapan
penelitian (Lampiran 1).

Responden/informan dibagi menjadi tiga
kelompok, yaitu: (1) responden masyarakat; (2)
responden stakeholder/ key informan; dan (3) respon-
den ahli (expers). Penarikan responden/informan
penelitan menggunakan metode non-probability
sampling secara snowball dengan guota control] untuk
memilih responden/informan kelompok pertama
dan kedua, dan secara purposive untuk kelompok

PETA SKETSA WILAYAH ADMINISTRASI
DESA TANJUNG AUR 1E KECAMATAN FING RAYA
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

PROVINSI SUMATERA SELATAN

Sumber (Source): Hasil olahan data spasial (Processed results of spatial data)

Gambar 1. Peta lokasi penelitian
Figure 1. Research location map
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Populasi penelitian kelompok pertama adalah
seluruh kepala keluarga (KK) yang berinteraksi
langsung dengan hutan negara di wilayah Desa
Tanjung Aur II yang berjumlah + 169 KK. Jumlah
responden sebanyak 47 orang KK (27,8%)
ditentukan dengan menggunakan nomogram
Harry King pada taraf kepercayaan 90%.

Responden kelompok kedua disebut juga
informan kunci (key informan), terdiri dari orang atau
individu bagian dari stakebolder yang memahami
dan/atau terkait dengan rencana implementasi
program Hutan Desa di Desa Tanjung Aur IL
Jumlah responden sebanyak 15 orang, yang terdiri
dari: Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
(BPDAS) Ketahun (2 orang); Dinas Kehutanan
(Dishut) Provinsi Bengkulu (2 orang); Dishut
Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
Kabupaten Bengkulu Selatan (2 orang); Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
Kabupaten Bengkulu Selatan (2 orang); Anggota
Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Kabupaten Bengkulu Selatan (1 orang);
PT Jatropha Solutions (1 orang); Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM) Ulayat Bengkulu (1 orang);
Jurusan Kehutanan Universitas Bengkulu (1 orang),
Aparatur Desa Tanjung Aur II (3 orang).

Responden kelompok ketiga, responden pakar
(expert  respondent) dipilih secara purposive dari
responden stakeholder/ key informan. Jumlah
responden sebanyak tujuh orang yang terdiri dari:
BPDAS Ketahun (2 orang); Dishut Provinsi
Bengkulu (1 orang); Dishut ESDM Kabupaten
Bengkulu Selatan (1 orang); LSM Ulayat Bengkulu
(1 orang); dan Aparatur Desa Tanjung Aur I (2
orang).

Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini,
meliputi: analisis komponen biogefisik, analisis
komponen sosekbud, analisis stakebolder, analisis
faktor internal dan eksternal, analisis alternatif
strategl, dan analisis prioritas strategi. Analisis data
menggunakan metode analisis yang relevan dengan
komponen data yang dianalisis.

1. Analisis Komponen Biogeofisik

Data-data yang terkait dengan biogeofisik dan
mengandung informasi keruangan (spasial)
dianalisis dengan metode over/ay (tumpang susun)
yang biasa digunakan dalam analisis spasial
(Prasetyo, 2011). Data-data yang berisi informasi
spasial baik data primer (hasil observasi dan
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pengambilan data langsung di lapangan
menggunakan Global Positioning System (GPS))
maupun data sekunder (data spasial administrasi
wilayah, kawasan hutan, jaringan sungai dan
Daerah Aliran Sungai (DAS), jaringan jalan,
perijinan lahan dan hutan, olahan citra aster
GDEM, bing maps, dan google earth) dijadikan znput
(masukan). Selanjutnya, data-data tersebut
diproses menggunakan teknik overlay (tumpang
susun) dan diolah dengan fitur-fitur editing yang
sesual menggunakan software ArnGIS 9.3 yang
dilengkapi extension tools yang diperlukan. Setelah
itu, dilakukan proses /ayout sehingga dihasilkan
peta-peta tematik yang berisikan data dan
informasi spasial yang bermanfaat dalam
penentuan Areal Kerja Hutan Desa. Data-data
komponen biogeofisik non spasial lainnya
dianalisis secara deskriptif.

2. Analisis Komponen Sosekbud

Data-data komponen sosekbud masyarakat,
termasuk juga persepsi dianalisis secara deskriptif
kualitatif. Data dideskripsikan dalam bentuk tabel,
grafik, dan gambar yang kemudian dianalisis secara
kualitatif. Metode analisis deskriptif kualitatif yang
dipakai adalah metode Miles & Huberman (1994).
Menurut metode ini, analisis data dilakukan
dengan melakukan reduksi data, penyajian data,
dan penarikan kesimpulan melalui penggambaran
atau verifikasi.

Modal sosial masyarakat penggarap lahan hutan
negara dianalisis dengan menggunakan metode
Social Capital Integrated Questionnaire (SC-1Q) yang
dikembangkan oleh Grootaert, Narayan, Jones, &
Woolcock (2004). Model ini kemudian
dimodifikasi dan disesuaikan dengan kondisi lokasi
dan tujuan penelitian. Modal sosial yang diukur
meliputi (1) tingkat kepercayaan, (2) tingkat
pengetahuan dan penerapan norma/aturan
setempat, dan (3) kerja sama dan jaringan.

3. Analisis Stakeholder

Analisis  stakebolder menggunakan metode
analisis kategori kombinasi (Febriani, 2012)
dengan mengklasifikasikan stzkeholderberdasarkan:
(1) kepentingan, (2) pengaruh dan (3) kekuatan
mereka dalam implementasi program Hutan Desa.
Metode ini dikembangkan dari metode analisis
kategori berdasarkan tingkat kepentingan dan
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pengaruh (Reed e# 4/, 2009) dan analisis kategori
berdasarkan tingkat kekuatan dan pengaruh
(Silverstein, Samuel, & DeCarlo, 2009).

4. Analisis Faktor Internal dan Eksternal

Analisis faktor internal dilakukan untuk menge-
tahui faktor kekuatan yang dapat dimanfaatkan dan
faktor kelemahan yang harus diatasi. Faktor-faktor
ini dianalisis dengan menggunakan Matrik Internal
Factor Evaluation (IFE). Analisis faktor eksternal
dilakukan untuk mengetahui faktor peluang dan an-
caman yang mungkin ada. Faktor-faktor eksternal
dianalisis menggunakan Matrik Eksternal Factor
Evalnation (EFE) (David, 2009; Rangkuti, 1997).

5. Analisis Alternatif Strategi

Penyusunan strategi pembangunan pedesaan,
termasuk di bidang kehutanan dapat menggunakan
metode analisis SWOT (Strengths, Weaknesses,
Opportunities, Threats) (Adisasmita, 2006). Analisis
SWOT dilakukan dengan menyusun kemungkinan-
kemungkinan kombinasi faktor internal dengan
faktor eksternal dalam sebuah matrik.

6. Analisis Prioritas Strategi

Penentuan prioritas strategi menggunakan
metode analisis Quantitative Strategic Planning Matrix
(QSPM) atau matrik perencanaan stratejik
kuantitatif (David, 2009). Analisis QSPM dilakukan
dengan membuat Matrik QSP dengan input faktor-
faktor internal dan eksternal dan pilihan alternatif
strategi yang sebelumnya telah ditentukan dengan
menggunakan analisis SWO'T. Bobot pada masing-
masing faktor dikalikan dengan skor daya tarik
(Attractiveness Score/ AT) sehingga diperoleh total
skor daya tatik (Total Attractiveness Score/ TAS). Besar
kecilnya TAS menentukan urutan prioritas strategi.
Alternatif strategi dengan nilai TAS tertinggi adalah
strategi yang paling diproritaskan untuk direkomen-
dasikan dalam implementasi program Hutan Desa.

ITI. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Biogeofisik Kawasan Hutan

Desa Tanjung Aur II dengan luas wilayah *
8.369,09 ha memiliki kawasan hutan negara seluas
5.589,27 ha (66,78% wilayah desa) dengan fungsi

lindung (4.667,87 ha) dan fungsi produksi terbatas
(921,40 ha) (BPS, 2010). Tutupan lahan kawasan
hutan negara terbagi menjadi hutan primer
campuran (5.068,43 ha), hutan sekunder campuran
(48,17 ha), kebun campuran (434,70 ha), dan tubuh
air (37,96 ha). Kawasan hutan negara di wilayah
Desa Tanjung Aur II secara umum berada dalam
kelas kelerengan agak curam (16-25%) hingga
curam (25-40%) dengan ketinggian berkisar
100—1.250 mdpl. Aksesibilitas menuju lokasi hutan
negara ditempuh melalui jalur darat berupa jalan
tanah yang sebagiannya telah diperkeras serta
menyeberangi dua sungai, yaitu Sungai Air Pino
dan Sungai Air Keruhan. Perjalanan menuju lokasi
dapat ditempuh dengan mengendarai mobil,
sepeda motor, atau berjalan kaki. Jika mengendarai
sepeda motor, maka untuk menyeberangi sungai
Air Pino harus menaiki rakit penyeberangan. Jarak
tempuh dari pemukiman desa terdekat = 9,5 km
dengan waktu tempuh 20-30 menit menggunakan
sepeda motor.

Dari hasil observasi lapangan dan wawancara
dengan responden/informan diketahui bahwa
kawasan hutan negara di wilayah Desa Tanjung
Aur IT memiliki potensi dan layak untuk diusulkan
sebagai calon areal kerja Hutan Desa. Hasil
identifikasi kelayakan variabel biogeofisik calon
areal kerja Hutan Desa di Desa Tanjung Aur 11
ditampilkan dalam Lampiran 2.

Kawasan hutan negara di Desa Tanjung Aur 11,
baik Hutan Lindung (HL) maupun Hutan
Produksi Terbatas (HPT), secara keseluruhan
layak untuk diusulkan sebagai calon areal kerja
Hutan Desa. Kawasan hutan yang tutupannya
masih berupa hutan primer dapat dijadikan areal
perlindungan, sedangkan kawasan hutan berupa
kebun dan hutan sekunder dapat dijadikan areal
pemanfaatan. Rencana areal kerja Hutan Desa di
Desa Tanjung Aur II sebagaimana ditampilkan
dalam Gambar 2.

Sumber daya utama yang dapat dimanfaatkan
adalah lahan, terutama lahan-lahan hutan negara
yang telah digarap oleh petani perambah. Hasil
penelitian Gautama (2007) menyebutkan bahwa
luas lahan merupakan salah satu faktor produksi
yang penting yang memengaruhi kegiatan usaha
tani. Ukuran luas lahan yang dikelola turut
menentukan tinggi rendahnya pendapatan yang
diperoleh. Pemanfaatan lahan hutan untuk budi
daya tanaman pertanian atau perkebunan dapat
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Figure 2. Map of 1illage Forest working area plan in the 1illage of "Tanjung Aur I

dioptimalkan dengan menggunakan sistem
agroforestri secara intensif. Penerapan sistem
agroforestri merupakan salah satu solusi untuk
mengurangi tekanan terhadap hutan dan mengatasi
masalah kebutuhan lahan pertanian atau per-
kebunan. Hasil penelitian Premono & Lestari
(2013) di Kabupaten Bengkulu Utara dan Bengkulu
Tengah menunjukkan bahwa pola penanaman
dengan sistem agroforestri yang dikembangkan
oleh masyarakatlayak secara finansial.

Kawasan hutan negara di Desa Tanjung Aur 11,
baik yang sudah dibuka menjadi kebun maupun
yang memiliki tutupan hutan yang masih bagus
dapat dikelola lebih lanjut untuk aktivitas wisata
alam seperti camping, off-road, dan hiking.
Pemanfaatan jasa lingkungan seperti air bersih dan
udara bersih pun cukup potensial untuk dilakukan
di kawasan hutan negara di wilayah Desa Tanjung
Aur IT ini. Dari sisi potensi kayunya, kawasan hutan
negara di wilayah Desa Tanjung Aur II, khususnya
kawasan HPT memiliki potensi tegakan kayu yang
dapat dimanfaatkan secara terbatas. Jenis-jenis kayu
yang terdapat di areal HPT tersebut antara lain
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kruing, meranti, kayu balam, kayu lulus, pulai,
jelutung bukit, kayu hitam, kayu terap, durian, dan
lain-lain. Untuk potensi hasil hutan bukan kayu, di
areal HPT terdapat beberapa jenis rotan, pohon
penghasil buah dan getah, serta pohon tempat
lebah bersarang,

B. Sosekbud Masyarakat yang Berinteraksi
dengan Hutan

Kegiatan inventarisasi yang dilakukan oleh
Dishut ESDM Bengkulu Selatan bersama peneliti
berhasil mendata 169 KK yang melakukan
aktivitas perambahan di kawasan hutan negara
Desa Tanjung Aur II. Aktivitas perambahan telah
berlangsung sejak tahun 2006 dengan luas garapan
per KK berkisar 1 hingga 6 hektar. Total luas lahan
garapan mencapal £434,70 hektar. Hampir
keseluruhan KK tersebut adalah masyarakat dari
luar Desa Tanjung Aur II. Tuntutan pemenuhan
kebutuhan ekonomi menjadi motivasi masyarakat
ini untuk bertani atau berkebun di hutan negara
tersebut. Ketidak-mampuan untuk membeli lahan
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di daerah asal domisili menjadi alasan mereka
membuka hutan negara yang cukup jauh dari
domisili mereka. Hasil penelitian Subarna (2011)
menunjukkan bahwa ada hubungan yang nyata
antara luas areal perambahan dengan tekanan
ekonomi.

Rerata tingkat pendapatan kepala keluarga
petani penggarap lahan hutan negara di Desa
Tanjung Aur II berkisar Rp 9.000.000 hingga Rp
78.175.000 per tahun. Pendapatan tersebut
sepenuhnya bersumber dari usaha tani atau kebun
di lahan hutan negara. Pemasaran hasil-hasil
panen/produksi melalui tokeh atau pedagang
pengumpul di luar Desa Tanjung Aur II. Angka
Kebutuhan Hidup Layak (KHL) keluarga berkisar
Rp 12.470.000 hingga Rp 71.870.000 per tahun.
Sebanyak 22 KK responden (46,81%) belum
mampu memenuhi KHL sebagaimana mestinya.

Masyarakat penggarap lahan hutan negara di
Desa Tanjung Aur II memiliki modal sosial yang
tinggi (Tabel 1). Petani penggarap lahan hutan
negara ini menganggap satu sama lainnya sebagai
keluarga. Mereka terhubung ikatan emosional rasa
senasib dan sepenanggungan yang membuat
mereka mau saling membantu dan peduli satu sama
lain. Kelembagaan kelompok terbentuk berdasar-
kan saran dari Dinas Kehutanan dan ESDM
Kabupaten Bengkulu Selatan. Pengelompokan
dilakukan berdasarkan lokasi kebun (falang)
dan/atau daerah asal perambah. Kelompok yang
terbentuk yaitu: 1) Kelompok Talang Air Benang
Putih, 2) Kelompok Talang Air Ragi, 3) Kelompok
Talang Air Karapan, dan 4) Kelompok Talang
Kedurang Maras. Masing-masing kelompok

menunjuk seorang koordinator yang berfungsi
sebagal pemimpin komunitas, penghubung antar
kelompok, serta penghubung kelompok dengan
pihak Desa Tanjung Aur II dan instansi terkait.
Kelompok-kelompok ini yang akan dipersiapkan
untuk menjadi lembaga pengelola Hutan Desa.
Dalam pelaksanaannya, kelompok harus berkola-
borasi dengan perangkat dan perwakilan masyara-
kat Desa Tanjung AurII.

Kelembagaan lokal yang kuat merupakan syarat
utama untuk keberlanjutan program, tidak
terkecuali Hutan Desa (Sahide, 2011). Anantanyu
(2011) menjelaskan bahwa kelembagaan pertanian
memiliki peran dan kontribusi dalam akselerasi
pengembangan sosial ekonomi petani; aksesibilitas
pada informasi pertanian; aksesibilitas pada modal,
infrastruktur, pasar; dan adopsi inovasi pertanian.
Keberadaan kelembagaan petani juga akan me-
mudahkan pemerintah dan pemangku kepen-
tingan lainnya dalam memfasilitasi dan mem-
berikan penguatan pada petani.

Tingkat pengetahuan masyarakat penggarap
lahan hutan negara di Desa Tanjung Aur II
terthadap program Hutan Desa masih rendah.
Meskipun demikian, mereka memiliki persepsi
yang baik terhadap program Hutan Desa.
Penjelasan dan diskusi bersama peneliti mengenai
program ini telah memberikan keyakinan kepada
masyarakat penggarap lahan hutan negara bahwa
program Hutan Desa bermanfaat dan penting bagi
mereka dan Desa Tanjung Aur II. Masyarakat juga
meyakini bahwa program Hutan Desa dapat
diimplementasikan di Desa Tanjung Aur II dengan
dukungan dari semua pihak yang terkait.

Tabel 1. Akumulasi modal sosial masyarakat perambah hutan negara di Desa Tanjung Aur 11
Table 1. The accumnlation of social capital of encroachers community in state forest in Tanjung Anr 11

No Modal sosial Nilai Kategori
' (Social capital) (Score) (Category)
1. Tingkat kepercayaan masyarakat 755 Tinggi
(Level of commmnity trust) (High)
2. Tingkat pengetahuan dan penerapan notrma/aturan setempat 237 Rendah
(Level of knowledge and application of local norms/ rules) (Low)
3. Tingkat kerja sama dan jaringan 1197 Tinggi
(Level of cooperation and network) ’ (Hzgh)
Jumlah Tinggi
Total 2187 (High)

Keterangan: Total Skor 0 — 987 = Rendah, 988 — 1.974 = Sedang, 1.975 — 2.961 = Tinggi
Degcription: Score Total 0 — 987 = Low, 988 — 1,974 = Medium, 1,975 — 2,961 = High

Sumber (Source): Data primer (Primary data).
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Kajian sosekbud masyarakat Desa Tanjung Aur
IT dan masyarakat penggarap lahan hutan negara di
wilayah Desa Tanjung Aur II menunjukkan bahwa
kelembagaan calon pengelola Hutan Desa di Desa
Tanjung Aur II belum terbentuk. Dalam Peraturan
Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor: P.89/
Menhut-11/2014 disebutkan bahwa lembaga
pengelola Hutan Desa yang selanjutnya disebut
lembaga desa adalah lembaga kemasyarakatan desa
yang ditetapkan dengan Peraturan Desa yang
bertugas untuk mengelola Hutan Desa yang secara
fungsional berada dalam organisasi desa dan
bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Tidak ada
penjelasan lebih lanjut mengenai indikator dan
kriterialembaga pengelola Hutan Desa tersebut.

Lembaga pengelola Hutan Desa idealnya adalah
Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang
beranggotakan masyarakat desa setempat. Akan
tetapi, kondisi ini sulit terpenuhi dikarenakan
BUMDES vyang ada saat ini bergerak di bidang
penyewaan tenda dan kursi dan belum berfungsi
dengan baik. Keanggotaan BUMDES saat ini masih
dirangkap oleh aparatur desa. Anggota lembaga
pengelola Hutan Desa sebaiknya merupakan warga
desa setempat yang berinteraksi langsung dengan
hutan negara. Namun, kondisi ini pun sulit
terpenuhi karena hanya 3 KK saja masyarakat Desa
Tanjung Aur II berinteraksi langsung dengan
kawasan hutan negara di desa tersebut. Masyarakat
yang menggarap lahan hutan negara didominasi
oleh warga dariluar Desa Tanjung Aur I1.

Kelembagaan pengelola Hutan Desa yang paling
mungkin dibentuk adalah kelembagaan kolaborasi
antara masyarakat penggarap lahan hutan negara
dan perwakilan masyarakat Desa Tanjung Aur 1L
Kolaborasi merupakan salah satu bentuk pengorga-
nisasian dan model kerja sama antar organisasi
(Raharja, 2010). Suporahardjo ez al (2005)
menyatakan bahwa kolaborasi merupakan pen-
dekatan pengorganisasian umum yang memiliki
manfaat dan tingkat keberhasilan yang tinggi
walaupun tidak mudah dalam pelaksanaannya.
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Membangun kolaborasi dimulai dengan mem-
bangun kesepahaman antar pihak (Winara &
Mukhtar, 2011). Pihak yang dimaksud di sini
adalah warga penggarap lahan hutan negara dan
per-wakilan warga Desa Tanjung Aur II. Tadjudin
(2000) menyatakan bahwa kelembagaan kolaborasi
yang dibangun akan sukses apabila ditopang oleh
beberapa pilar antara lain dukungan sosial budaya,
pemaduan kelembagaan, dukungan administratif,
dukungan keuangan, dan reduksi konflik.
Suporahardjo e a/. (2005) menyebutkan bahwa
dalam membangun kolaborasi perlu mengakomo-
dir berbagai kepentingan yang terkait dengan hak,
tanggung jawab, aturan dan pendapatan.

Pengelolaan Hutan Desa memerlukan kelem-
bagaan yang kuat, yang mampu dibangun dengan
dukungan semua stakeholder terkait. Keberadaan
fasilitator yang mampu menjembatani proses pem-
bentukan dan penguatan kapasitas kelembaga-an
pengelola Hutan Desa pun mutlak diperlukan.
Instansi pemerintah pusat dan daerah dapat
melaksanakan peran fasilitasinya dengan
menunjuk fasilitator yang mampu mendampingi
dan mem-fasilitasi pembangunan dan penguatan
lembaga desa. Selain penyediaan SDM fasilitator,
dukungan pembiayaan, sarana dan prasarana pun
mutlak difasilitasi.

D. Dukungan Stakeholder

Analisis pemangku kepentingan (stakebolder)
ditujukan untuk mengetahui posisi masing-masing
stakeholder dalam implementasi program Hutan
Desa. Pemetaan kepentingan, kekuatan dan
pengaruh stakebolder bermanfaat dalam menilai
kapasitas dan peranan masing-masing stakeholder di
dalam implementasi program Hutan Desa di Desa
Tanjung Aur II. Berdasarkan analisis kategori
gabungan (Febriani, 2012; Reed ez al, 2009;
Silverstein ez al., 2009), didapatkan tiga kategori
kelompok stakeholder, yaitu stakeholder utama/ key
stakeholder (hijav), stakebolder pendukung/supporter
(kuning), dan stakeholder pelengkap/complementer
(oranye) sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 2.
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Tabel 2. Matrik posisi stakeholder berdasarkan kekuatan, kepentingan, dan pengaruh (hasil analisis

stakeholder)

Table 2. Thematrix of stakeholders positioning based on strengths, interests, and influence (stakeholders analysis results)

Tingkat pengaruh stakebolder

Tingkat kepentingan Tingkat kekuatan (Level of stakeholders influenc)
stakeholder (Level of stakeholders stakeholder —
interests) (Level of stakeholders strengthy Pengaruh rendah Pengaruh tinggi
(Low influence) (High influence)
Kekuatan rendah i i
Kepentingan rendah (Low strengths)
(Low interests) Kekuatan tinggi
(High strengths) ) )
Kekuatan rendah Bappeda Kab BS; DPRD Kab BS;
(Low strengths) Universitas Bengkulu PT Jatropha Solutions
Kepentingan tinggi
(High interests)

Kekuatan tinggi
(High strengths)

Sumber (Source): Data primer (Primary data).

Jusuf & Rauf (2011) menyatakan implementasi
Hutan Desa dapat berhasil bila dilakukan dengan
model pengelolaan kolaboratif melalui keterlibatan
berbagai stakeholder yang berkepentingan baik
pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi maupun
organisasi non pemerintah. Sesuai alur proses
implementasi program di dalam peraturan me-
ngenai Hutan Desa, kolaborasi ini dapat dibangun
sejak proses penentuan calon areal kerja Hutan
Desa dan fasilitasi pembentukan lembaga desa.
Guna kelancaran pelaksanaan fasiltasi program,
stakeholder kunci seyogyanya melibatkan pihak
legislatif untuk mendukung penganggaran fasilitasi
program dan menjadikan program Hutan Desa
sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah.

Keberadaan PT Jatropha Solutions dengan
dukungan sarana prasarana yang dimilikinya harus
dimanfaatkan juga dengan baik oleh stakeholder
kunci untuk kelancaran fasilitasi program. Untuk
semakin memperlancar fasilitasi program, stake-
holder pelengkap seperti Bappeda Kabupaten
Bengkulu Selatan dan Universitas Bengkulu dapat
juga dilibatkan oleh stakebolder kunci sesuai
kapasitasnya masing-masing;

Dalam Permenhut Nomor: P.89/Menhut-11/
2014 fasilitasi didefinisikan sebagai upaya penyedia-
an kemudahan dalam memberikan hak pengelolaan
Hutan Desa dengan cara pengembangan kelem-
bagaan, pengembangan usaha, bimbingan tekno-
logi, pendidikan dan latihan, serta akses terhadap
pasar. Tujuan fasilitasi adalah untuk meningkatkan
kemampuan desa dan lembaga desa dalam

penyelenggaraan Hutan Desa. Bentuk fasilitasi
dapat berupa pelaksanaan pendidikan dan
pelatihan, pembentukan dan pengembangan
kelembagaan, pengusulan areal kerja, bimbingan
penataan batas areal kerja, bimbingan penyusunan
rencana kerja, pengembangan usaha, bimbingan
teknologi, serta akses terhadap pasar dan modal.
Fasilitasi dilakukan oleh pemerintah pusat dan
daerah sesuai kewenangannya. Perguruan tinggi,
LSM, lembaga keuangan, koperasi, Badan Usaha
Milik Negara/Daerah/Swasta (BUMN/D/S)
dapat membantu pelaksanaan fasilitasi setelah
berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait
sesuai kewenangannya.

D. Strategi Implementasi Program Hutan
Desa

Penyusunan strategi dilakukan melalui proses
pemaduan (integration) faktor internal (kekuatan
dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan
ancaman) menggunakan matrik SWOT.
Pemaduan ini bertujuan untuk mencari alternatif
strategi terbaik yang mungkin diterapkan dalam
implementasi program Hutan Desa di Desa
Tanjung Aur II. Strategi yang akan diterapkan
dalam implementasi program Hutan Desa di Desa
Tanjung Aur II ditentukan oleh hasil kecen-
derungan faktor internal dan eksternal yang
digambarkan pada sumbu x dan y kuadran SWOT.
Pertemuan sumbu x (0,830) dan y (-0,290)
menggambarkan area kuadran strategi yang akan
dipakai, yaitu kuadran Il atau strategi
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111
(Strategi Perbaikan)

v
(Strategi Defensif)

I
(Strategi Agresif)

-

(X 0,830 Y -0,290)

11
(Strategi Diversifikasi)

Sumber (Source): Data primer (Primary data)

Gambar 3. Kuadran strategi implementasi program Hutan Desa
Figure 3. Quadrant of implementation strategy of V'illage Forest program

Dalam aplikasi strategi diversifikasi, seluruh
kekuatan internal yang dimiliki dimanfaatkan untuk
menghindari atau mengurangi ancaman eksternal
yang ada. Strategi-strategi terpilih tersebut
selanjutnya dinilai skala prioritasnya. Penentuan
prioritas strategi dilakukan dengan menggunakan

analisis Quntitative Strategic Planning Matrix/ QS PM
(David, 2009). Strategi terpilih beserta urutan
prioritas strategi implementasi program Hutan
Desa di Desa Tanjung Aur II sebagaimana
ditampilkan dalam Tabel 3. Matrik SWOT dan
hasil perhitungan prioritas strategi selengkapnya
pada Lampiran 3 dan 4.

Tabel 3. Strategi dan prioritas strategi implementasi program Hutan Desa di Desa Tanjung Aur 11
Table 3. Strategies and priorities of the Village Forest implementation strategy in Tanjung Anr 11

Strategi (Strategy)

TAS Prioritas

1. Membentuk lembaga pengelola hutan desa yang beranggotakan masyarakat desa dan

(TAS) _ (Priori)
4,352 I\

masyarakat luar desa yang menggarap lahan hutan negara di Desa Tanjung Aur I1.
(Establish the Vil age Forest manager institution that consists of the villagers and outside comniunity

which encroach state forest land in the 1 illage of Tanjung Anr II).
2. Menetapkan kewajiban lembaga pengelola untuk memberikan kontribusi atau kompensasi

3,888 \Y

ke kas desa atau kas lembaga desa yang sebagiannya dipergunakan untuk mendukung

pembiayaan fasilitasi program secara mandiri.

(Set the liability of manager institutions to contribute or give compensation to the village cash or to the cash
of village institutions thatin part used to support financing program facilitation independenth).

3. Menetapkan kewajiban lembaga pengelola untuk mencegah dan melindungi kawasan

5,073 II

hutan negara yang termasuk dalam areal kerja hutan desa dan areal di sekitarnya dari

berbagai ancaman perambahan dan perusakan hutan.

(Set the liability of manager institutions to prevent and protect the state forest area is included in the
working area of the Village Forest and the surrounding area from various threats of encroachment and

destruction of forests).

4. Mencari dan meminta dukungan dari stakeholder terkait ataupun pihak-pihak lainnya yang

5,395 I

memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk melakukan fasilitasi dan pendampingan.
(Seeking and asking for support from relevant stakebolders or oth er parties who bad the capacity and

capability to undertake facilitation and assistance).

5. Memasukkan rencana implementasi dan pengembangan Hutan Desa ke dalam Rencana

4,544 111

Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Tahunan Desa Tanjung

Aur I1.

(Enter the plan of implementation and development of the 1 illage Forest into the Medinm Term
Development Plans and Annual Plans of the Village of Tanjung Aur 11).

Sumber (Source): Data primer (Primary data)
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Matrik QSPM  menunjukkan bahwa strategi
prioritas pertama adalah “mencari dan meminta
dukungan dari stakebolder terkait ataupun pihak-
pihak lainnya yang memiliki kapasitas dan kapabili-
tas untuk melakukan fasilitasi dan pendampingan”,
dengan total nilai ketertarikan (tofal attractiveness
score/ TAS) 5,395. Strategi ini menjadi prioritas
utama untuk dilakukan karena masyarakat desa dan
masyarakat penggarap lahan hutan negara di Desa
Tanjung Aur I memiliki banyak keterbatasan untuk
dapat menindaklanjuti rencana implementasi pro-
gram Hutan Desa. Tanpa ada bantuan fasilitasi dan
pendampingan dari pihak-pihak terkait implemen-
tasi program Hutan Desa di Desa Tanjung Aur 11
sulit untuk dilaksanakan.

Dwiprabowo, Mulayingrum, & Suwarno (2013)
dan Ruhimat menyatakan bahwa implementasi
suatu kebijakan atau program dapat berjalan efektif
apabila dirumuskan berdasarkan masalah yang tepat
dan pelaku serta sasaran memiliki kapasitas dan
kapabilitas untuk menjalankannya. Keberhasilan
suatu kebijakan atau program sangat ditentukan
oleh pelaksanaan peran masing-masing pemangku
kepentingan (Dwiprabowo e7 a/., 2013; Magdalena,
2013). Kehadiran dan peran aktif fasilitator/
pendamping sejak awal rencana implementasi
program merupakan hal penting yang mendukung
keberhasilan implementasi program Hutan Desa di
Desa Tanjung Aur II. Magdalena (2013) menyata-
kan bahwa tantangan perlindungan dan pengelola-
an hutan di Indonesia seringkali datang dari
masyarakat lokal di dalam dan di sekitar hutan.
Untuk itu pemahaman fasilitator/pendamping
terhadap kelompok masyarakat sasaran mutlak
diperlukan. Melihat beberapa kasus implementasi
program perhutanan sosial lainnya, yaitu Hutan
Kemasyarakatan (HKm) yang diteliti oleh
Dwiprabowo ¢t al, (2013), masyarakat pelaku
umumnya tidak mampu bila harus menyusun
sendiri dokumen usulan dan rencana program.
Untuk itu masyarakat memerlukan bantuan
pendamping maupun pelaksana kebijakan.

Strategi berikutnya yang harus dijalankan adalah
“menetapkan kewajiban lembaga pengelola untuk
mencegah dan melindungi kawasan hutan negara
yang termasuk dalam areal kerja Hutan Desa dan
areal di sekitarnya dari berbagai ancaman peram-
bahan dan perusakan hutan”. Ini merupakan stra-
tegi prioritas kedua dengan TAS 5,073. Fasilitator/
pendamping harus betul-betul menekankan kepada

masyarakat target yang akan ditetapkan sebagai
lembaga pengelola Hutan Desa mengenai
kewajiban utama mereka untuk mencegah dan
melindungi kawasan hutan negara dari berbagai
ancaman perambahan dan perusakan hutan.
Ekawati (2013) berdasarkan hasil kajiannya
menyatakan bahwa peran masyarakat perlu
diperkuat, terutama dalam perlindungan dan
pengamanan hutan, karena masyarakat adalah
unsur utama dalam pengelolaan hutan.

Lembaga pengelola Hutan Desa harus mampu
mencegah terjadinya perluasan perambahan,
perusakan hutan, ataupun aktivitas ilegal lainnya
yang dilakukan oleh masyarakat internal lembaga
desa ataupun pihak-pihak dari luar. Upaya
pencegahan dan pengendalian ini dilakukan
dengan membentuk divisi pengamanan dan
perlindungan hutan dalam lembaga pengelola
Hutan Desa, serta membuat jaringan komunikasi
yang menghubungkan lembaga desa, aparatur
desa, Dishut ESDM Bengkulu Selatan, serta pihak
berwenang lainnya seperti Kepolisian Resort
(POLRES) Bengkulu Selatan, Komando Distrik
Militer (KODIM) 0408 Bengkulu Selatan, dan
Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA)
Provinsi Bengkulu.

Strategi prioritas ketiga yang selanjutnya di-
terapkan adalah “memasukkan rencana implemen-
tasi dan pengembangan Hutan Desa ke dalam
RPJMDes dan Rencana Tahunan Desa Tanjung
Aur II”. Strategi ini memiliki nilai TAS 4,544.
Keterbatasan dana fasilitasi dan pendampingan
program yang dianggarkan oleh stakeholder terkait
mengharuskan desa mencari sumber-sumber
pembiayaan secara mandiri. Salah satunya adalah
dengan memasukkan program Hutan Desa ke
dalam dokumen rencana pembangunan dan
anggaran desa, seperti RPJMDes dan Rencana
Tahunan Desa. Hal ini dimungkinkan karena di
dalam peraturan Hutan Desa disebutkan bahwa
pembiayaan penyelenggaraan Hutan Desa salah
satunya dapat bersumber dati anggaran/keuangan
desa (Kemenhut, 2014).

Setelah tersedia fasilitator/pendamping,
terjalin komunikasi dengan masyarakat target, dan
ada kejelasan sumber pembiayaan, langkah
berikutnya adalah mulai membentuk format calon
lembaga pengelola Hutan Desa. Ini tertuang dalam
strategi prioritas keempat “membentuk lembaga
pengelola hutan desa yang beranggotakan
masyarakat desa dan masyarakat luar desa yang
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menggarap lahan hutan negara di Desa Tanjung
Aur II” dengan TAS 4,352. Menurut Permenhut
Nomor: P.89/Menhut-11/2014 tentang Hutan
Desa, Lembaga Desa Pengelola Hutan Desa yang
selanjutnya disebut Lembaga Desa adalah lembaga
kemasyarakatan yang ditetapkan dengan Peraturan
Desa yang bertugas untuk mengelola Hutan Desa
yang secara fungsional berada dalam organisasi desa
dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Jika
mengacu kepada mekanisme yang telah diatur di
dalam peraturan terdahulu (Permenhut Nomor:
P.49/Menhut-11/2008), BUMDES merupakan
salah satu lembaga kemasyarakatan yang dapat
memperoleh hak pengelolaan hutan desa. BUM-
DES yang telah mendapatkan hak pengelolaan
hutan desa akan menyusun rencana pengelolaan
hutan desa serta menfasilitasi masyarakat desa
mengelola unit-unit usaha kehutanan di dalam areal
kerja Hutan Desa (Jusuf & Rauf, 2011).

BUMDES yang ada di Desa Tanjung Aur II saat
ini bergerak di bidang penyewaan tenda dan kursi
dan hanya beranggotakan masyarakat desa
setempat. Untuk itu, perlu dibentuk kelembagaan
desa yang secara khusus menangani Hutan Desa.
Lembaga Pengelola Hutan Desa tersebut harus
beranggotakan masyarakat desa dan masyarakat
luar desa yang menggarap lahan hutan negara di
Desa Tanjung Aur II yang tergabung dalam
kelompok-kelompok talang (kebun). Hal ini
penting, karena kelompok masyarakat inilah yang
telah berinteraksi dan mendapatkan manfaat secara
langsung dari areal hutan negara tersebut.
Masyarakat ini membutuhkan legalitas hak kelola
atas lahan hutan negara yang telah mereka garap.
Untuk mendapatkan legalitas ini, masyarakat siap
berperan aktif dan mengikuti semua ketentuan
dalam penyelenggaraan program Hutan Desa.

Selain masyarakat penggarap lahan hutan negara
yang tergabung dalam kelompok-kelompok talang
(kebun), beberapa tokoh atau perwakilan
masyarakat Desa Tanjung Aur II dapat dimasukkan
dalam kepengurusan lembaga pengelola Hutan
Desa. Perwakilan masyarakat desa ini dapat
difungsikan sebagai pengawas dan penghubung
lembaga dengan masyarakat Desa Tanjung Aur II.
Bukan hal yang tidak mungkin bila ingin melibatkan
lebih banyak masyarakat lainnya yang tidak
berinteraksi langsung dengan hutan negara. Akan
tetapi, selain tidak tepat sasaran, ada kekhawatiran
lain bahwa masyarakat tersebut hanya ingin

mendapatkan pengakuan hak kelola saja tanpa mau
melakukan kewajibannya. Untuk itulah, keang-
gotaan lembaga pengelola Hutan Desa ini dibatasi
hanya bagi penggarap lahan hutan negara di Desa
Tanjung Aur II dan beberapa perwakilan
masyarakat desa. Secara struktural, lembaga
pengelola Hutan Desa ini tetap berada di bawah
koordinasi Aparatur Desa Tanjung Aur I1.

Strategi selanjutnya adalah “menetapkan
kewajiban lembaga pengelola untuk memberikan
kontribusi atau kompensasi ke kas desa atau kas
lembaga desa yang sebagiannya dipergunakan
untuk mendukung pembiayaan fasilitasi program
secara mandiri”. Strategi prioritas kelima ini
memiliki TAS 3,888. Keterbatasan dana fasilitasi
dan pendampingan program yang dianggarkan
oleh stakeholder kembali menjadi alasan yang
mengharuskan desa/lembaga desa kreatif mencari
sumber-sumber pembiayaan secara mandiri. Salah
satunya adalah dengan menetapkan kewajiban
iuran bagi semua anggota lembaga pengelola
Hutan Desa dengan besaran yang disepakati dan
tidak memberatkan.

Salah satu skema yang mungkin dapat
diterapkan adalah menetapkan iuran wajib tahunan
per luas areal garapan. Besarnya iuran ditentukan
secara rasional dan tidak memberatkan anggota
lembaga desa, misalkan uang yang setara 5 kg bijt
kopi kering per hektar per tahun. Besaran iuran,
waktu pembayaran, mekanisme dan kepada siapa
furan dibayarkan ditetapkan melalui Peraturan
Desa dan dikelola secara transparan dan akuntabel.
Berdasarkan pengalaman masyarakat Desa
Setulang, Kabupaten Malinau, Provinsi Kaliman-
tan Timur sebagaimana yang diteliti Magdalena
(2013), transparansi dan akuntabilitas merupakan
salah satu komponen penting dalam mewujudkan
tata kelola hutan yang baik. Ketidakterbukaan dan
kurangnya akuntabilitas pengelolaan dana penge-
lolaan hutan akan merugikan pengelola dan
masyarakat yang terlibat.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat
disimpulkan bahwa kondisi biogeofisik areal hutan
negara di Desa Tanjung Aur II memenuhi per-
syaratan dan layak diusulkan sebagai areal kerja
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Hutan Desa. Kondisi sosekbud masyarakat di
wilayah Desa Tanjung Aur II memungkinkan untuk
membentuk lembaga pengelola Hutan Desa,
melalui kolaborasi masyarakat penggarap lahan
hutan negara dan perwakilan masyarakat Desa
Tanjung Aur I1. Stakeholder terkait siap memberikan
dukungan fasilitasi dan pendampingan sesuai
kapasitas dan kapabilitasnya masing-masing. Szake-
holder kunci dalam implementasi program Hutan
Desa di Desa Tanjung Aur II adalah BPDAS
Ketahun, Dishut Provinsi Bengkulu, Dishut ESDM
Kabupaten Bengkulu Selatan, IL.SM Ulayat, dan
Aparatur Desa Tanjung Aur II. Strategi implemen-
tasi program Hutan Desa yang sesuai untuk Desa
Tanjung Aur II adalah strategi kompetitif atau
diversifikasi (strategi S-T), dengan prioritas utama
mencari dan meminta dukungan dari stakeholder
terkait ataupun pihak-pihak lainnya yang memiliki
kapasitas dan kapabilitas untuk melakukan fasilitasi
dan pendampingan.

B. Saran

Berdasarkan hasil kajian, peneliti menyarankan
agar:

1. BPDAS Ketahun, Dishut Provinsi Bengkulu,
dan Dishut ESDM Kabupaten Bengkulu
Selatan dapat segera memfasilitasi penyeleng-
garan pendidikan dan pelatihan fasilitator
Hutan Desa dan segera menginisiasi proses
fasilitasi dan pendampingan calon lembaga
pengelola Hutan Desa di Desa Tanjung Aur 11
dengan melibatkan peran serta aparatur desa
dan LSM Ulayat.

2. Pemerintah desa dan calon lembaga pengelola
Hutan Desa di Desa Tanjung Aur II dengan
didampingi stakeholder terkait dan fasilitator
Hutan Desa segera membuat usulan penetapan
areal kerja Hutan Desa.

3. Seluruh stakeholder terkait dapat berperan aktif
dalam pelaksanaan implementasi program
Hutan Desa di Desa Tanjung Aur II dan
melaksanakan implementasi program berdasar-
kan strategi yang telah disusun.

4. Pemerintah pusat dapat mengakomodir peman-
faatan lahan hutan untuk aktivitas budi daya
tanaman tahunan dengan penerapan pola
agroforestri yang sesuai dan memasukkannya
sebagai salah satu bentuk pemanfaatan kawasan
dalam peraturan mengenai Hutan Desa.

UCAPAN TERIMA KASIH
(ACKNOWLEDGEMENT)

Penulis mengucapkan terima kasih kepada
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya
Manusia Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan selaku pemberi beasiswa tugas belajar
dan sponsor utama kegiatan penelitian. Penulis
juga menyampaikan terima kasih kepada pihak
keluarga, Aparatur dan Masyarakat Desa Tanjung
Aur II, PT Jatropha Solutions, BPDAS Ketahun,
LSM Ulayat Bengkulu, Dishut Provinsi Bengkulu,
Dishut ESDM Bengkulu Selatan, DPRD
Bengkulu Selatan, Bappeda Bengkulu Selatan, dan
Jurusan Kehutanan Universitas Bengkulu atas
dukungan dan bantuannya selama keglatan
penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, R. (20006). Membangun desa partisipatif.
Yogyakarta: Graha Ilmu.

Anantanyu, S. (2011). Kelembagaan petani: Peran dan
strategi pengembangan Kapasitasnya. Jurnal
SEPA, 7(2),102-109.

Borrini-Feyerabend, G. (2003). Injustice and conserva-
tion is “local support” necessary for sustainable
protected areas? Journal of Policy Matters, 12, 92-
101. https://doi.org/10.1007/s13398-014-
0173-7.2.

BPS. (2010). Data spasial sketsa wilayah administrasi desa
dan keluraban di Provinsi Bengknlu (data). Jakarta:
Forum GIS.

BPS Kabupaten Bengkulu Selatan. (2013). Bengkuln
Selatan dalam angka 2073. Manna: Badan Pusat
Statistik Kabupaten Bengkulu Selatan (BPS Kab
BS).

Brunner, J., Seymour, E, & Badenoch, N. (1999). Forest
problems and law enforcement in Southeast Asia: role of
local communities. Retrieved February 5, 2015,
from http:// www.mekonginfo.org/assets/
midocs/0001561-environment-forest-
problems-and-law-enforcement-in-southeast-
asia-the-role-of-local-communities.pdf.

Cahyono, E. (2012). Konflik kawasan konservasi dan
kemiskinan struktural. Jurnal Politika, 8(1), 7-41.

David, E R. (2009). Manajemen strategis konsep. (P.
Wuriarti, Ed.) (12th ed.). Jakarta: Salemba
Empat.

97

JURNAL Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 13 No. 2 Agustus 2016, Hal. 85-106



Dit BPS Kemenhut. (2015). Basis data hutan desa per 2
Jannari 2015 (data). Jakarta: Direktorat Bina
Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan

(unpublished).

Dwiprabowo, H., Mulyaningrum, & Suwarno, E. (2013).
Organisasi belajar dan implementasi kebijakan
hutan kemasyarakatan (HKm). Jurnal Penelitian
Sosial dan E konomi Kebutanan, 10(2), 85-98.

Ekawati, S. (2013). Evaluasi implementasi kebijakan
desentralisasi pengelolaan hutan produksi. Jurnal
Apnalisis Kebijakan Kebutanan, 10(3), 187-202.

Febriani, D. (2012). Evaluasi proses implementasi kebijakan
hutan tanaman rakyat di Kabupaten Sarolangun Janibi.
(Disertasi). Bogor: Institut Pertanian Bogor.

Gautama, 1. (2007). Studi sosial ckonomi masyarakat
pada sistem agroforestry di Desa Lasiwala
Kabupaten Sidrap. Jurnal Hutan dan Masyarakat,
2(3),319-328.

Grootaert, C., Narayan, D., Jones, V. N., & Woolcock, M.
(2004).  Measuring social capital: An  integrated
questionnarre. (World Bank Working Paper).
Washington D.C.: The World Bank.
https://doi.org/10.1596/0-8213-5661-5.

Jusuf, Y., & Rauf, F. (2011). Studi pengusulan hutan desa
di Desa Bonto Marannu Kecamatan Ulu Ere

Kabupaten Bantaeng. Jurnal Hutan dan
Masyarakat, 1(2),79-91.

Kartodihardjo, H. (2007). D: balik kerusakan hutan dan
bencana alam: Masalah  transformasi  kebijakan
kehutanan. Jakarta: YKHI.

Kemitraan. (2011). Mendorong percepatan program
hutan kemasyarakatan dan hutan desa. Partmership
Policy Paper No.4/20171.

Lacuna-Richman, C. (2012). Growing from seed: An
introduction to social forestry. Finland: Springer.

Magdalena. (2013). Peran hukum adat dalam
pengelolaan dan perlindungan hutan di Desa
Sesaot, Nusa Tenggara Barat dan Desa Setulang,

Kalimantan Timur. Jurnal Penelitian Sosial dan
Ekonomi Kehutanan, 10(2),110-121.

Maring, P. (2013). Transformasi konflik menuju
kolaborasi: Kasus resolusi konflik penguasaan
hutan. Jurnal Insanz, 1(14), 51-60.

Miles, M. B., & Huberman, M. a. (1994). Qualitative data
analysis: An expanded sourcebook. Evaluation and
Program Planning (2nd ed., 1ol 19). California:
SAGE Publications Inc. https://doi.org/
10.1016/0149-7189(96)88232-2.

98

Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 tentang
Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Penge-
lolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.89/Menhut-
11/2014 tentang Hutan Desa.

Prasetyo, A. (2011). Modul dasar sistem informasi geografis.
Bogor: Lab. Analisis Lingkungan dan
Permodelan Spasial Dep. KSHE, Fahutan IPB.

Prasetyo, B. A. (2013). Serba serbi hutan desa. Retrieved
August 17,2015, from http://bp2sdmk.dephut.
go.id/emagazine/index.php/teknis/1-serba-
serbi-hutan-desa.html.

Premono, B. T., & Lestari, S. (2013). Analisis finansial
agroforestri Kayu Bawang (Dysoxilum
mollissimum Blume) dan kebutuhan lahan
minimum di Provinsi Bengkulu. [urnal Penelitian
Sosial dan Ekononii Kebutanan, 10(4),211-223.

Raharja, S. J. (2010). Pendekatan kolaboratif dalam
pengelolaan Daerah Aliran Sungai Citarum.
Jurnal Bumi Lestari, 10(2), 222-235.

Rangkuti, B (1997). Analisis SWOT: Teknik membedah
kasus bisnis, cara perbitungan bobot, rating, dan
OCALI. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Reed, M. S., Graves, A., Dandy, N., Posthumus, H.,
Hubacek, K., Morris, ., ... Stringer, L. C. (2009).
Whos in and why? A typology of stakeholder
analysis methods for natural resource manage-
ment. Journal of Environmental Management, 90(5),
1933-1949. https:// doi.org/10.1016/
j.jenvman.2009.01.001.

Ruhimat, I. S. (2013). Model peningkatan partisipasi
masyarakat dalam implementasi kebijakan
kesatuan pengelolaan hutan: Studi kasus di KPH
Model Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.
Jurnal Analisis Kebijakan Kebhutanan, 10(3), 255-
267.

Sahide, M. A. K. (2011). Membangun hutan desa, 10 tips
bagi fasilitator. (A. Santosa, Ed.). Bogor: FKIKM
dan Ford Foundation.

Silverstein, D., Samuel, P., & DeCarlo, N. (2009). The
innovators toolkit: 50-+technigues for predictable and
sustainable organic growth. New Jersey: John Wiley
and Sons Inc.

Singarimbun, M., Effendi, S., Hagul, P., Manning, C.,
Singarimbun, I., Ancok, D., ... Tukiran. (2000).
Metode penelitian survei. (M. Singarimbun & S.
Effendi, Eds.). Jakarta: LP3ES.

Subarna, T. (2011). Faktor yang memengaruhi
masyarakat menggarap lahan di hutan lindung:

Kelayakan Program Hutan Desa di Desa Tanjung Aur IT Kecamatan ..... (Desmantoro, Nurheni Wijayanto & Leti Sundawati)



Studi kasus di Kabupaten Garut Jawa Barat. Jurnal
Sosial dan E konomi Kebutanan, 8(4), 265-275.

Sugiyono. (2009). Metode penelitian kuantitatif, knalitatif,
dan R & D. Bandung: CV. Alfabeta.

Sugiyono. (2013). Metode penelitian  kombinasi  (mixed
methods). Bandung: CV. Alfabeta.

Sumanto, S. E. (2009). Kebijakan pengembangan
perhutanan sosial dalam perspektif resolusi
konflik. Analisis Kebijakan Kebutanan, 6(1),13-25.

Suporahardjo, Ramirez, R., Daniels, S. E., Walker, G. B,,
Grimble, R., Chan, M., ... Fisher, R. ]. (2005).
Manajemen  kolaborasi: Memahami  pluralisme
membangun konsensus. (Suporahardjo, Ed.). Bogor:
Pustaka Latin.

Tadjudin, D. (2000). Manajemen fkolaborasi. Bogor:
Pustaka Latin.

Winara, A., & Mukhtar, A. S. (2011). Potensi kolaborasi
dalam pengelolaan Taman Nasional Teluk
Cenderawasih di Papua. Jurnal Penelitian Hutan
dan Konservasi Alam, 8(3), 217-226.

Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan.

Wiyono, E. B., & Santoso, H. (2009). Huwtan desa:
Kebijakan dan  mekanisme  kelembagaan. Jakarta:
Working Group Pemberdayaan Departemen
Kehutanan.

99

JURNAL Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 13 No. 2 Agustus 2016, Hal. 85-106



(i
N SUlp T Ut 75040,]

sy fo uoyvutiof
SUOLHISUL JUIUITOUDIU

Jo ppyuazod ag 1)
11y frauof ddvypa fo suotdaniod (1uamuasonbar jpuoyngysur
Sunlue], eso(] ueIny Spogfuos Sppyrdes pooos isysauof qua Q\N& ENSEQ.@ @.&é»
roaSuad eSequioy 00z 72 72 totjopsagu Gruntiod Jouoynysul \m\&\S‘&S@@'&EQH
uemuaquiad 1SU210J 139v10030)) (ssljpuy,” (ruvut.iofur Saapfjom Samoour ‘uoypndod o suonzpuos agy ax(jruy,)
(11 Jprdo?y piog) Juapuodsry uoypuIofu] | viv(]) "BSo(T
ANy Sunlun |, uz (jawos [ersog afl0) 2vyp2 1 eso(q ueiny depeysor 1sdosiod UBINE] UBeSequIooy
JPANG]1I-010tL01029-0150S [ePOINl SIST[EUY 01O ppousvrs) S[IFUOY {[BISOS [epoW ‘ueIny uejeredszod
o uoypuiofur /v q) (661 ‘vewraqnp] urwIoyur UeSuop Jeyeredsew 1SyeIIUL ueSuop 1rexro1 Suek
IT 7y Sunfue], vsoq 29 SOIN) (azvpyvib /uapuodsay ‘ueedequuopoy ‘urerolyelosay Y2 11 3y Sunfue], eso(y
Jeyeredsewr pngyasos aazduasap) JesenS| SO JOIUBY] ‘cueredepuad ‘ueynpnpuaday ~0101011029-01505 1eEIEASEW PNYISOS
IsewIoyul/vivQ Jndmysoq 'Sq qey sdd (woyppndurid [ ) 1seSUCHL, wspuoful /o1 /PRQHRSOG  ISIPUOY SISIEUESUIN ¢
(synsad uoyvatasqo ((1o1poad 1sau0f saquizy
proyf puv quvudiofur UoU P00t §220435 [DJUIHIUOLIAUI
Juapuodsryy) ‘pupy) 15049 2q7 fo asn prjusgod aq T,
(661 ‘vewIoqniy uegueder| uoyvHLofi] | viv(])
29 SN (Pazvizvnb 158AI9SqQ) [ISeH OIgHH MAey ‘Sursel ‘Uesemey])
a7 qadosap) JeITTenS] UEpP ULWIOJUT ueny ueeeyuewad 1su210]
ndoysoq /uapuodsoy (noypynsuviy) /1senduery, usvuiofu] /i
(11 4ny Suntir], (¢l
fo avjp2 Sururp\r puv (1zsai0g
gy ur &%\n\wﬁw N&x@i%\& &\Qw\ww\mm Ginos
15240 vfj1,1 Jo ¢PINT) S0fJ) usnavur
I 0y Sunjue], eso( pagsiam i (vauw
uenp vl1oy [eare unguiady 1fl0) (noynquisip ot aq1 [0 spuaaiinbal
UO[ED BULBIUIT ¥ID ] JPISPLS mpnyFueg soqgaggov (agsadof paos uvyd g7 Gt pagp1ossy
(11 41y Sunlip], qmos il vaup [oypds puvy papvidip pogsiaa sysadof Jo suotjspuos
ut aqvys ysadof puv asj SutupyJ jpuoisry Lsan fppos Sdojs Laaos puvy ‘vaiw 102150 d0a5-01q (Jizuap])
Jo uoypuiiofuz [vpwp mnysuag qinos) 15240 a1v1s uoypaIstHPY GO ‘eSo( UBINH
1021504 d025-014) Sq qed] Sd UeIeIsoy e(30Y Teare UereTeAsIod
11 0y Sunfueg, INASH MYSIT uereqos ‘ueurzirad AT UuB3UIp eI
BSI(J UTINY ULSEALY| (110 ‘©of1oserd)  cunyedy] SYAdY ‘spI| ueye QYT ‘reduns fuepel Suek ueIny uesemEy
uep BSIP YISH0a301q (o) ‘Sg "qesSI Sdd Sq (woyvpousmso(])  ‘weSuaropy ‘ueye[ uednin ueiny 102150 d0a5-01q JISJ02301q ISIPUOY
ISewrojur /e unsns uedumy, ‘qes] epaddeg ISEITIWINO(] UBSEAEY TSEIISTUTWIPE 273 ] /3rsgoagorg ISEYJNUIPISUIA 1
2
(ndmo) N \ﬁ\,@ MNNMM a A (poqgou vy Sugao) (posoajy0s uoypaiofur /o () (apqraava qoavasry])  ($asodand qouvasas /sasvys) .
ueFen[oy| eep vIEp JOqUINg e1ep ugnduwmsuad opolojy ueyndunyp uenuad urnyuad °N
Sued sewroyur/vrey [PqerreA uenfny /uedeye],

SISI[EU’ 9POIA

59501 qadvasay] Jo sjwpa(] | Xipuaddy”
ueniPuod uedeye], uepury | uvesdwe|

100

Vijayanto & Leti Sundawati)

(Desmantoro, Nurheni

Kelayakan Program Hutan Desa di Desa Tanjung Aur IT Kecamatan .....



(vgop Civpuosss puv Cwuiid wo.f passasoiJ) Fopunspas uep rowrd erep ueye[oSud :(au0g) FIoqung

1foddns
OSeIIA 11 31 430J2q TONII0D (s1ebrp pue soprumzoddo) SJop[oyayels
my Sunfue, ur wessord (1661 ‘BnYSuLy EILP PUE IVLWIOJUT $J0108J [eUIOIX ¢ (S9SSOT Lo pue ‘[ermmo
15970,] 93¢e[[IA JO 6002 ‘Praeq /3uapuodsay) PUE ISUIS) ST010E] [eUINU] Srerou02201s0g  wigr30xd 15930,] 9Fe[IA
ASpreuoneruawoduy) ‘90007 ‘BMWSESIPY)  BATWN(AQAS BIB(] :vopewiojuy /ee))  ‘TedrsAydoadoryg)  jo vopeiuowodwr oy
11 NdSO pue uendwnguo g (uewreoue uep Suenad) /39P[OYaels FOJ SII3NENS ANE[NUIIO,])
Iy Sunfue], o Ip ‘LOMS “TIT T st [eUI2ISYD 1013e,] {(UeyBUDRY uedunyn(y  esa(q ueIny werdord
vso(J UvInH weidor WASO uep UEP ULWIOJUT MIT(I2UT PUL FATONSINY)) UEP ULIENYIY]) [BUIIUT JOINE,] uep ‘pnqyasog iseauowoaduwy [3o1ens
rseruowordwy 1891ENg ‘LOMS ‘dA9 “HAT / cﬂucoamwm BIEOULMEM UBP JOUOSTNS] ISLWIoJu] /ere( YIsyoagorg UBYISE[NUWIOJWIIN 14
s{oproyayels
1ueAd[ar woig 13oddns
SUIIOIUAW PUE 2ILIIIE] SGrojuow
Jjo renuatod oy ) PUE TONEINIDE] o) PIM
13T JOP[OYIY LIS POIEID0SSE SIOPIOYINEIS
wep veSurdwepuad Jjo 170ddns oy ozAeUy)
uep ISLIISe] (6002 "eso(] UBINY
ueunynp U230 “[E 19 UTISTOATIS s3opoYaYeIs IULAI[IF weidoid rseyuowodur
s{oproyoyels 6002 ‘Te 32 Pa9y 0 SIYFUORIS PUE $DIUINJUT SITNT] wepep uesurdwepuod
1UBAS[} JNOqE 21027 ‘TUeIqa,]) 1GewIoyur UORBWIOFU /eIe(]) 1foddns uep ISeI[ISe]
uonrwIojur/eIe() stsfeue Teorr0391e0 /yuapuodsay) 1eY[I9] JOP[OYIEIS UrIenyoy SIOP[OYeIS) ue3uop rexF Juek
31eY[19) JOP[OYDYEIS pauIquo))) uesunqes UBWIOJUT MI1ATFANUT PUE JoUONSINC)) uep Qnieduad ‘ueSupuodoy] /3Op[OYaYeIS  JOP[OYRYels TeSunynp
ISEWIOFUT /e1e(] 1703013 SISTEUY /uapuodsay EIEOUBMEM TEP JOUOSITS] ISEWIOFUT / Bre(q uesunyn(y SISITeULSUDJAT ¢
fdine) o@%mﬁwwwwm @ 563n0s TE(Y) porfiow wep Sunoaqon) P9390[[0d TORPWIOFUT /B3e(]) or@errea yoyeasoy) sddind yoreasas/sa3e1g) .
ueIen[ay] BIep eIEp Joquing e1ep uendwnguod opolojy veyndumnyp uvapuad uvapuad ON
Sued 1sewrroyur /eIe(y [PqerreA uen(m /uedeye,

SISITEUE OPOIDIA

ponunuo”y | Xpusddy”
uveinfue 1 vendwe

101

JURNAL Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 13 No. 2 Agustus 2016, Hal. 85-106



(saanpovad wonvXyyn puv uoyp)nsaL

Jo spuantzsnlpy puv paziuydo aq of spau q1sva.])
uereejuewad

snyexd uep 1sem3ar uerensafuad

(siontivf uoyduinsuos pjogasnoq 4of yivq Sqiaq
Sopquiazoa sudaf Suoosqsna ‘gl ‘Jos Cauoy ‘uvpry
SAALN f0 #29)790)

tuelad e33ue) yewns

[SWNSUoY ynyun niey Ny eqo ULWEUE)
‘mAes spyed “muwel ‘qenq ‘Yeras ‘npew ‘ueioy

(7501 s,@ofus

Satooaqsna il wns Guog uryry] STLIN 10 #237107)
19[em Sueres ‘urel ‘genq ‘YeIas ‘npewr ‘urIoy

ueynyeqp uep veyrewndorp nirad Syede| NG #omisuna ] NQEHET woiisunui ]
(25v.4045 Juoypassonbos
(Gurgsef UoQUV? “UOYPIO4G JPIUIMUOLIAUD PUD IS

(saoqgovad wonvXyyn puv uoyp)nsaL

Jo spuansnlpy puv paXinido aq og spaau 9qrsvag)
uereejuewad

ynyesd uep 1sensor uerensafuod

ueynye[p uep uveypewndorp nprad Sede|

puv Funung Siutivf fo spasu pjogasnoq 4of Gddus
A3gpaL uapy pup $2010.405 ol dagpat o uonvkyur)
50900438 [DIUIMNOIAUT])

ueyr desySuruowr uep ningraq

‘raesad ©38ue) Yewmns ueyningos ynmun
YISI2q JIE UEP I[E ULIIE eS| ULIeejuewad
uvsunysuy vsvf

Uonragoud (gssaazporg ‘wuisuno1022 “Uagpat oyl sagpar fo 52910435
5000435 [DJUILUOLIAUT])

uoqrey

vevedwiiuod /uedesofuad ‘veSunySur ueSunpurrad
uep ueiewepAuad ‘Nedey uewedereyouroy
ueSunpurrad ‘wele vresim Jre ‘e ueHe ese(
uvsunysuy vsof

(Spuamsnipy sangavad uoypazjng pup spuanysnlpy
Ciogpndas fo Ciossaaun oqvudosddy ssr)
ekep 1pnq ynyerd uep 1semsor

((Czsaofo.sav
s v Fugusmarduir fo suos) 12 Goysusl
Soqqi 9afJos sv qons sqo.o pnuuy Jo uonvazyny
DaL)

(euryIOPIS 111$270J0I3E

vod uexdesouowr edesoqaq) qsp ‘foxdual
9orey ‘1doy ueunyes veweue) eAep png

(poof yoogsaay

£of azvaof puv ‘woypiyqvqal afypru Appna $aaq Suioosqsnu
Spuppd popusnvnto ‘spuvpd poutpon Jo uoypargns s

Do)

eusal

UBUBYEW UENE([ UEP “BAIES ISEI[IQEYDT TeI] EAIES
‘Yeqo[ “muel ‘sery urweue) Yeqo UvweuE) vARp Ipng

(vauv gsaa0f papragosd
o noypyyn pyusped oq 1)
Sunpur ueany uesemes|

uerensafuad ueynyeqp nrad ‘ensas Suerny upspary uvsoy uereejuewad 1SU0J L
(91925133) (doags pj27 doogs 119 1) foyvXyyn fo ssodand aqp or pardvpy’) ((qdvizodoT)
yede| weind — wend yesy uereejuewad uen(n) ULSUIP ULENSISI(] gerdodoy, ‘9
(uapavs
X I5a40f Cavpuosss X Isaiof Civuad xip\) («oaos puvy puv uoyviss /)
(91q2s00.3) uvemnduwes ungay ‘vemduwed (15240f noyvguvyd 15a40f jpangpu ‘pupjpooat ou [puvipos ) ueye|
yedery Jopunyas ueiny ‘veandured jowrd ueIng] UrWEUE) /Wee UeIny Yepn /ueinyiog uednnuod uep 15810897 G
(21q25037) (vav noypAIsIIUPY 23V]jI0 [9I0] 1 U]) (240 UoLLLSIUIHLPY TV)20 [DI0] 2Gf U]) (noypiof 15240.3)
sehe| 1edwolas vsop ISEASIUTUPE YeAB[IA Wee(] 1edwolos esop ISERSTUTUPE YeAB[IM WEe(] eIy yed| R
(992503,7) (Tussuasyy oNj) (Suzsuary oNJ) (SusuasrT)
Sedey UIZ1 10eqaqIp EpLT, UTZE TUBQaqIp SEPL, UBUIZLD] k3
(21q25037) (sad0] uosgonpoad pajuuy puv Jsatof paprnoa]) (nozonpo.d [papajos]) (uorgounf 15040,7)
Jedey seIeqro) 1syynpoid ueiny uep Sunpuy] ueIng] 1syynpoxd /Sunpury ueIny 1s3un,J 7
(21925033) (15040f a1v41§) (15240f 2411S) (smpvps 15a.40,])
yedep eIe3oU uBINg{ eIedou ueINgy BNy SNILIg ‘1
(600¢ / #25-1 [ €0d
(uoyvpusnmosns puv Gurqisval Jo uoyvafizuapy) (suozypuos jp7yy) puv $107 | II-MGualN | 68 'd uapppnsad fo suoisiosd aq ) (99qv1va 215G doaz-org]) o
ISEPUSWIOND UEP UBAV[RY [SURUSP] [FH ISTPUO] 6002/32S- A/€0d ST uaknpIad A1sy0980Iq [PqeIEA N

UEP $107/11-MYUIIN /68'd INYUIWIdJ Uenjualoy]

[ 417 Sunlup [ uz vaav Yo 5a10,J 230)2,/| azpradsod Jo synsas woypasfiuapr (Gyeqesvaf a1 7 Xipuaddy”
11y Sunfue], eso(] Ip eso(J UeINH el1oY [edFe Uoed UeseAe[dy ISeJRUPI ISt g uesrdwe|

102

Vijayanto & Leti Sundawati)

(Desmantoro, Nurheni

Kelayakan Program Hutan Desa di Desa Tanjung Aur IT Kecamatan .....



(vgvp Ciopuosas puv Cwuird wo.f passasoaJ) Fopunspas uep sowrrd e1ep ueye[oSud (o) Joquung

(pazinuyydo aq op spasu puv 21q15v3J)
uesrewndorp nFod uep yede |

(stasttav| noyduinsuos pjogasnoq 4of yuvq Sqioq
Sopquazoa sudaf Suoosqsnu Gl ‘Gos Cauog ‘uvpry
SAALN Jo 129)19D)

ruelod e33ue) yewns

[SWNSUoY ynyun niey Ny 9eqo UEWEUE)
‘mdes spjed ‘murel ‘qenq ‘gqeaos ‘npew ‘uvioy
NI woinsunus g

((noznzgsuz aswyu 4ad aval ad suop (g wnmixvu)

siaqny squvyd pouspau

pooauvsy Yavq ‘soavay spass [l ‘wns Guog uvpry
SAALN S0 291790)

(esop eSequo 3od unyer 7od wo (7 wnursyew)
UBIqUWN-IqWn 9eqo UBWeue) ‘niey

Ny ‘nreyes ‘unep iq/qenq ‘Yeidd ‘npew ‘veloy
NG wopmdunusg

(Guzq009 2u0p 2q 07 Spaau puv swudoiddy 1oN])
ueeurquiad
uesnyeqp nEFod uep rensas Yepry,

(8262004917

Jo pooaaasf progasnog puv spnq Fuspjing 40
ponpoad gsatof doquury fo 120707))

yequresod uelad e33ue) yewns

Teseq ndey uep yopuod urundueq snun)
vy uvng jisvg uvpnguntis

Conyuvf syqnd fo uoymnigsuos

aq1 4of pasn puv uoyngysuz dod avalaad cuu ()G NIV
pompoad gsadof doquury fo 199707))

wnwn seyfisej ueunduequiad ynjun ULITEjULWIP
uEp esop eSequuid] Jod unye 5od cw (¢ wnUHSIEN
vy uvpny 1svq uvpnsunmsJ

(paziuyydo aq op spasu puv 21q15v3,3)
ueypewpdorp nprad uep yede |

(123y09 pagazuy GGuo ‘auop JoN

S(uoypaupyd | pangon) SqAIN Jo nonvyur)
uengunwod seieqas eAuey ‘UeNNYE[IP Wy
(uvwvuvy Jupyy) N uvwvfuvisdg

(pooauvsy

Spaas | spmaf Saavay ‘yavq ‘Jos ‘ooquuvq ‘wypd ‘05vs vy
(uoypupyd | ppamgon) SqIIN fo nonvyyn)

niees ‘tiq/qenq

‘unep ‘ndey 1Ny ‘Yraas ‘nquueq ‘qediu ‘nSes ‘ueroy
(uvavupy | mpp) NG wvpwvfuvisg

(poXumndo aq o1 spaou puv 3q50.3)
ueypewpdorp npzod uep yede|

(1201700 pagutyy Guuo ‘auop 10N

:spompoad sadof daquizy Jo uoyrXyry)
uengunwod seieqes vAuey ‘UeNNYE[Ip Wy
vy uvpng j1svq upgpofuvits g

(NHHdINI

SULpAvFTAL SapL 21 AW0jjof puv vai HOYDEYUN 3G U0 Pottiofid ]
sponpoad ysatof saquizy Jo woyvXyyn)

SIHHA T reuaSuaw ueinie

nnyiSuow uep ueieejuewad [eare eped ueynyeq
vy uving j1svq upwfuvni g

(saoqpovad wonvXyyn puv uoyp)nsaL

o spuansnlpy puv paXisdo aq og spaau 9qrsvag)
uereejuewad

ynyesd uep 1sensor uerensafuad

uesnyerrp uep ‘vespewndorp nprad Syede

(Gugsyf

puv Fungung Sioutavf fo spasu pjogasnoq 4of Gddus
A3gpaL ua pup $2010.405 ol dagpat o nonvkyur)
50900498 JDIUIMNOIAUT])

ueyr desySuruowr uep ningraq

‘ruesad ©38ue) Yewmns ueyningos yniun
YIsIaq Fe Uep ITe ULIe esel Uvleejueo
uvsunysuy vsvf

(25704075

| uonypagsanbas noquvs ‘uoysagold popusnmnosans puv anssad
@%.3&&0\\@5%%@\ ULS1UN01022 U2Vt w@\ WrYiZis N\Q Rpv Xy
2 S0010438 [DIUAUUOIAUTT)

uoqey

vevedwiiuod /uedesafuad ‘veSunySur ueSunpurrad
uep ueiewepAuad ‘nedey uewedereyouroy
ueSunpurprad ‘wele vresim Ire ‘Jre uee ese(
uvsunysuy vsof

(Spuamsnipy sangavad uoypazijing pup spusnysnlpy
Ciogpndas fo Ciossaoau ovudosddy ssr)

ehep 1pnq ynyerd uep 1semsor

uerensofuad uesnyepp nFod Tensas Suerny|

((Cigsaofoudv
s v Fusuamaduiz fo suos) 12 Goysusl
Soqqua 9afJos sv qons sqo.o pnuuy Jo uonvazyny
DaL)
(eUPyIOPIS T1IS270JOITE
vod uexdesouowr edesoqaq) qsp ‘foxdual
9orey ‘idoy ueunye) veweuel eLep png
upspary

(urtan gappfas ysou s,pazq Tumpasq puisp 5aq Suoolqsnu
Squvyd jojuaniviio upyd prunipan fo uoyvany valgy)
19[em Suning

Sueres edep 1pnq ‘emjes uereysuruad ‘Yeqoy murel
‘SeIY UBWEUEL) 8]0 UvWeue) vAep 1png uvsvawyy

(5vau gsasof uosgonposd

Jo noypyyn pyuspd o4 )

1synpord ueiny uesesesy|
uejeejuewad 1SU210] ‘9

ponunuo”y g Xupusddy”
uveinfue -z vendwe|

103

JURNAL Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 13 No. 2 Agustus 2016, Hal. 85-106



((ro
‘1S woyvpusmadun g5a40/0.450 aazsuagur qua asn puvy 1saiof avis urkiiyd()
‘(O ‘1S) JIsuaur Msarojoide uederouad
ue3uop eresou ueiny ueye] vereeyuewad ueyewndoSuoly g
(O ‘c5 T8) (190pnq puv Guriopuont ‘woyvyywv))
qova fo a0. puv Guvdps o pasvq saapjoqayvis pagwjad aqy of djog 4of paysy’)
(O ‘¢S “¢9)
(were33ue uep ‘veSurdwepuad ‘seyrse;) Sursew-Sursew vAuuerod
uep searsedey 1enS9s eI Lop/oqayrss epeday UBMUE] BIUTWDY  f
(0 €0 2O ‘10 ‘€S S “1S) 1w unlir,
o adpza aqy ur puy gsaaof yppss Gavostts qorgar Grunniaos apisino puv siasvjja
oy Jo sisisuos gy 4aFoupm 452407 51| G Jo uoyniysur aqy qsyqrist)
(PO ‘€O TO ‘1O ‘€S TS ‘19) 11 Iy Sunluy], esa( 1p esedou uerny
ueye[ dereSSuowr Sued esop reny JexereAsews UEp BSOp JeyereAsew
ueyeI033ueIoq Suek esop ueIny ejopSuad BFeqUIS] YMUIQUIDIN ¢
(co 10 ‘cs
TS “US) IT 4 Sunluv |, Jo agvyja aqy fo uvyd jusnidogaaap uiiaz-unipant aqy
oz 15240,] 330)j2| aqy Jo pusnidogaadp aqy puv upyd oy duis aqy ojury)
(O 1O ‘¢S TS ‘19) 11 My Funlue], o[y weep 2 s
uenp veduequosuad uep rseruows[dwr BULdUST ULKNNSEWIN 7
((+o
TO ‘1O ‘€S TS “1S) Cusnaof Jo poof aqz uz uryd Guoud puandopaaop pouotn
aqy Jo pavd auwraq wvisoad jsaio g saFvye, | Jo uoyppusmgdutr aqy sasodos )
(PO 2O ‘10 ¢S
“ZS “1S) vruenyay Suepiq Ip Yesoep urunduequiod seaorrd ruesuds
uerdeq peluow eso(J ueiny werdord seyuowosdwr ueyMsnSudly |

Gorys O-§ / O-S 1321emg

(FO ‘1O “bAl ‘€AY 1usmasouvm annosa jsaiof o7 pajpjal woyy)sizy puv
1540, SITVIJ1,/] 241 110GV HOWDEYDINOS 1INPU0I 0f PAV]aL SAIPJOGIYVIS YSE)
‘GO TO DM ‘€A ueny N%Nﬁ Joquuns Cwa—ﬁu@dum CNMCuv eI}
Sued veSuepun-Suepuniod vermerad uep eso(] veInp] werdord
RCUMQME demﬂ—dﬁwﬁvw Cdv—ﬂv—ﬁﬁua Jmun HMN&HUH \%\\QQ&NQ\H CIUTWITA ¥

(qowa
o a0 puv Guwvda aqy o7 Suzpaony siapjoqaypss daqro Jo 1ioddis)
Sursew-3ursew eAuueuesod

€O TO ‘TM) Masaofoisv azsuspur o uep searsedey| 1ensos eAuuTe] 49pjogayris veSunyng  f
waayvd Surdojaadp pup Juading asn pupy) ursixa agl Jo advqs aqy appoutuoryy) ’ ’ '
€0
2O “T/XV) FISUNTT BIed9s [Msa30§03de vjod ueysuequioSuow uep i o (pury
1ot 3ves vpe yepns Sued ueye] vviveguewoad ymusq powosvSusp ¢ A ypss uo Guuinaos siopayn q Lysaofoisy fo wonroyddyy)
(€O TO TA) nonyvpndsa azvye | 152401 3eSou ueIny veyy|
w2 woypsyn puvy Jo aiof auo aq of woywayms junyd jonun ssodoid of saas) dereS3uad Jesperedsewr yojo msarojorde vjod uedeoudg ¢
€0
2O “TAV BSI(J UBINE] 1SENF2x weep uesemey uereejurwad ymuaq (woywguryd | Susminf
s ye[es 1peluow wvunye) ueweue) eiep 1pnq veyedvdnSuapy g Jo pupy aqz sv spuvy gsaiof awgs wo Guunuiaos Jo auspusdap qiepy)
((FO ‘L) sappogoyvss pappjas §paq of Surysv ueunqaysad /ueruersad eqesn ueyel reSeqas ereSou ueIny

qant sagaazov Surddva Cioppdunivd qanoiqy Ciopunog sazufop (g
[ 4ny7 Sunluv T agy Jo noyvusiiagap pup Surddvm Jo uoypiagany gy o)
(O 1A\ eI Japjoqoyris Uemueq BIUTWIW ueSusp

jnedsnred ueerowad uereiSoy mepPw [Ty Sunfue], eso(] yedepm (ssatof 015 Jo vaw a1 of Gyaqissarw o asve])
Jotugop sereq uederouad uep ueelowod ueredoorod ueyedednSuopy  °| ©ITSOU UBINY UBSEAEY NINUDW SLI[IISISE UBYEPNWDY |

ueye] depeyro) 135un Sue Jeyeredsew ueSumuesIoRy 7

@i O-A / O-M 18areng (0)  soyunioddo | Suenyag

(pury
15040f agwgs Jo soppagyns pup Siappay Guinanos sppwflo sy o 1ioddnsg)
eredou ey ueye| deredsuad
1eyeredsew uep Jeyeredsewr yoyol ‘esop mjerede ueSunyn( ‘¢
(sazpavd 4agpo puv
¢ spuan40a05 ‘510470 0f 4514y Jo wof agy uz jpdvs prsos Fuos savy sissvj )
ure] yeyrd vep ‘Yerupowod ‘ewresos depeyron () ueededorodoy
SMuaq wepep 1eny Sued [esos [epow Mruaw Jesesessely g
($vau poans uz vaav quasffins uv qua
(75aa0f nononpoid poguuty pup 1saiof paasjoid) sjsasof awys Jo asuapsixa agJ)
©SOP YEAR[IA WE[Ep [epeuaw
Sued sen] ueSuap (I, JH Uep TH) eieSou UvINy UYL ULEPEIOQS] ']

(S)  squaus [aeyensiosy

(aavjy2a Jva0 aqy uz pvatfisads saydde qoaga

(sy52.40/ Tutprpouz) sarunosad poangou. fo quauaTouvae aqy uz sand suion oNJ)

1edwoias eSOp Ip snsnyy eIedos nye[raq Sued (Uvany Jnsewrol)
wele eAeproquins uee[o[oSuad Weep UBINIE NBIE BWIOU BPE JEPL],  ‘p

(va5o4d 50001 SA0IDT JDULIIXT]
oy aqy i G aqy Jo Fugpuvisaapun puv aspaaouy o yor-y) /TPUISH 3030
esa(] ueanp] werdord SA0JID] JUAIIUT

depeyror 1eseredsew veweyewod uep uenyerofuad efuyepuoy ¢ /TBUINUT J01[E]
(pooa) spuvpd Cigsasof jou spuvy 15a40f agv1s Uz ua0.43 sazjporitos it a|)
(ndes) sey8uad voryod) ueurinyoy ueweuL)
uesnq eIeSoU urIny Ueyel Ip Uesedep pnqip Sued ewein nipowoy] g
(Goazgzuzfop usaq jou 2avy asvjjIa fo sarppunoq aaypysmIpL)
JDIUGOP WN[2q BSIP [SLASIUTWPE Yedem sereg |

(M) sassouyvou /Ureenua]asf

[ 417 Sunlup [ uz 75a40,J a3vjj1, fo (Gpag§ nogviuaniaduy Jo xugp\y LOMS € Xipuaddy”
I1 sy SunfueT, esa(T 1p eso( uvany rseavowodwy 1891eNG TOMS e ‘¢ uesduwe|

104

Vijayanto & Leti Sundawati)

(Desmantoro, Nurheni

Kelayakan Program Hutan Desa di Desa Tanjung Aur IT Kecamatan .....



(vpop Cwpuosas puv Cvud wo.f passansJ) 3opunyas uep rowrrd viep ueye[o3ud ] :(mog) 1oqung

(2L “LL ‘€S ‘2§ “1S) 1 my Tunlir],

Jo aToye aqr fo supyd ponuuy pup suvj jusnidojaar(] uid ] wnipaN a7
oz 75407 930)j2,/| 291 o quandogaadp puv qur fo uvyd aqy aajury)
(€L 1L €S ‘¢S “19) 11

my MQ.DHQNH €so(q QNQ.DCTWF ruRdUOYy QN@ WUQEHﬁHm ENMN@ Dv— ©so(J
ueny uveduequoduod uep rserudwo[dwy LULIUDS UESPNSEWI

((r]. €1 €S

7)) aouvgsisso puv noypiy vl wyvriapun o Guqodvs puv Guvdvs aqp prg
0qutt 59140 4210 40 SIPJOGIYDIS JUPAIYaL 104 140GnS 40f TurysD pup Turyas)
‘(L ‘1, ‘¢S ‘zS) ueSurdwepuad uep rseayise; veynyepRW

smun seaiqedey vep searsedey prwow Sued efuurel syeyrd-seyrd
undnele 1[e379) JOP[OYINEIS [FEP ULSUNSNP BIVIWIW ULP LU
(ZL L1 es

TS L) S1saaof Jo wononazsap pup qusntqovosns fo spaiqy snouva wolf vaiw
Supuno.ins aqy pup Jsaio.] a3o)1,| aq1 Jo vaiv Turyloa oy uz popuaz sz valy
15040f 2015 997 gpoad puv usarid og suoyngysu sFouvne fo Gyqvey aq1 125)
(21 ‘1.1 ‘€S “ZS ‘1S) veny ueyesniod uep ueyequesod

urweout 18eqioq [rep eAUILINIS Ip (29T ULP BSOP ULINy

©[303 [eare Welep ynsewid) Suek eIeSou UBINY UBSEMEY [SUNPUIW
uep yedoousw ymun gjopJuad edequuoy cs@a«%ux uesdeiouayy

(11 ‘2A1) wou pupy gsatof awys uo

WGruadins qurgae saaqavosoua (q paydde puv uiaypd uoyvaryms sutsixa gy 177)

(1L ‘zA\) 1ut aees exedou ueany ueye| deredsuad

Yoo uesidesonp uep epe yepo1 Suek eAep 1pnq gjod uesIeIqUID]

(BL €1 BAL “EA) 152400 930)12, oq7 Jo wonmgysu] 4osvuvy agr

puv uonpdmo”y Uojppyng o7 Jsai0 a3Lj1,| 110Gy SUIILA] PUD UOYPINPS

GBn04qy sannosal uvnng Jo Guodvs aqy aouvqus pinogs siapjogayois papojayy)
,

‘ST DA\ ‘CA) BSI(T UBINE B[O[2SUD] ESEqUIoT UEp Amcﬂmﬁa@cu%

JOYRI[ISE,] YMIUN BSI(] UBINE] reuoSuow ueyne[ad uep ueyppuod

mpePw S sesedes] UeeSUTUIW SNIEY eI LPJ0GIyrLs

(1 ‘6.1 TL ‘€M) 1oa7] 95p2a oqy ¢ jjun wnisoid fo

(21 ‘s ‘zS) Gruapuadopu opf wnigod uppuviyf

10ddns op pasn 1vd uz gy suoyngysuz s fo N\HS »ﬁ 07 40 (53 &w\\i gy
01 woypsUIGa0 2055 40 1quIn03 0f SUOYNIySUL 4ToULIL fo Gy1qvy 37 125)
(21, ‘¢S ‘7S) mpurw vredos weisord

seaise) ueederquod Sunynpuowr ymun veyeundiodip eAuueidedqos
Suef esop vSequiol sey /esop sey 9y 1sesuadwoy /1snqruoy

e EoquIaW Ynjun gopsuad eSequal ueqrieass ueydelrosuapy
(1L €S TS ‘48) 11y Funlur |,

o aTvyn,| aqz uz puvy sadof appgs qavosous qorqar Guunatios apisino pup
4TV G Jo SISISH02 JrG] UOLNISUL AITOUDIL J540,] ATT)J2/| A1 (SYGUIST])
(L ‘€S “ZS “1S) 11 Iny Sunfue], eso(q Ip eFeSoU uBINy

ueye] dereSSuow Suek esop ren| 1exereAsew Uep BSop Jeyereisew
ueyr1033ueIoq Suek esop ueIny ejo[pSuad BSequUS JNIUIQUIdTA

Goppys 1-§ [/ 1-6 1391eng

iy oy aXuydo puv uoyPUIPI00I 23UPGUI 0f PAY]aL SIAPIOGIYVIS YST7)

‘(L ‘€L “CL ‘C A\ vsop oY e38ury wesSoxd seapsey veewndoSuow

UEP ISEUIPIO0 UEYIEYSUIUOW YNIUN LI Lop/0f/ayPis CYUTDIA

TL “IL P €A toqov000u0 puy 15240f fo G L
a5vyja 07 75240 2371, 104D U0 I]PI00S J3piI0) 0] SIP[OY VS ¥5p)
(L €T T LI P €Ay ueing weqey dereSSund

qu—NNN%mNE QN#U Nm®1 udvﬂﬁud%mde Nﬁd&@vﬂ vao QNH.D: EN.HMCH&
MNQMMQ@E Mmdmﬂmﬂwnvm CNJ.DJNM@E J.DMC.D u.ﬂmvﬂuuu vﬁdﬂﬁﬁm NUQMEME

(1L ‘L)

aTVJa 3Gy Jo SaBpUNOq [T 110qD ATVJJIA AN0GYTIAU (I [DIP U IYVINT)

(1L ‘T ©SOp YeAe[im sereq-sereq
TEUISUDW UBYL[2(asIaq Sued esop ueSuop ueleyedosay 1enquIaTA

@rys 1-M [ 1-M 181eng

(stopoqayvys jupasas usagaq uoyruIpL00) fo Yor)
Jﬂdn— CNMNHMMD— MQN.N_DA HRMMQM MO@—OLD&NMW Jejue ﬂwNQMTMOOVH R4

(topwpyavf 15040, aTpyje, | sarnosad uving papuary)
eso(] eIy 1searseywow edep Sued reysol
4apjogayvys TITuTp Suek eisnuew eAep soqums eAUSEIBQId], ‘¢

(s1apj0q03y0)5
(g pagagpnq gy suwasord uoypgywf op spunf fo paguur )
1E3[72) JOP[OYINEIS

yoro uesred3uerp Sued werdoid rsewyrsey vuep vAusereqioy, g
(agvj2a Jvagy
aq7 apisino wosf doad (q usngavoius pupy saiof pis pasvaii)
1edwos esOp Fen| [ep JeereAsewn

Yoo eE3ou urIny uesemey veyequierod uwlessutuo ]

(L) swouq /urweduy

(pury
15040 aqv15 Jo saopwazyns puv Siapva) Guinuos Sppflo v Jo 1oddns)
eyedou ueiny ueye| deredsuad

1exeredsew uep eeredsewr yoyol ‘esop rmyerede veSunsn(y

(sazzavd 4aqro puv

¢ spuan40a05 ‘510470 0f ysidg Jo wiof agy uz pjedvs pasos Fuo.ys savy siasvjiL )
urel yeyrd uep ‘Yerupowoad ‘ewesos depeyran (/) ueedesorodoy
SMuaq wepep 1eny Sued [esos [Epow HIuaw JeseseAsejy

($vau poams uz vaaw quasffins uv qua

(15a40f uononpoid poguuty pup 1saiof pagaojoid) sjsatof awps Jo aauapsixa agx)
BSOP YeAR[IA WE[EP [EPEWOW

Sued sen] ueSuop (I, JH ULp TH) BIeSou ULINY UBYE[ ULEPEIIQIS]

(S)  squas /aeyensiosy

(aavy2a Jva0y aqy uz Gpoatfisads saydde qoaga

(ssa40f Fuzprjouz) sarunosas ppamou. Jo juantsTouvi aqy u Sajnd [suion oNj)
1edw21as SO Ip snsnyy vIedds nyjepraq Sued (Ueiny ynsewsor)
wefe eAeproquuins Ure[o[p3uad Weep ULINIE NEIE BWIOU EPE YePL],
(wudzoad 7sa10,]

oy aqs i G 241 Jo Suspuysigpun puv sspaaony fo 300
eso(T veanyy werdord

depeyzan eyeredsewr veweyewad uep uenyeoduod eduyepuoy
(pooa) szuvpd Cigsasof jou spuvy 15a40f agvs Uz uao.43 sazjponitos it a|)
(ndesy pseySuad votjod) ueurinyos ueweuL)

ueynq eIeSou uvIny ukye[ Ip Ueyedep 1pnqrp Sued ewein NIpoOwWoS|
(Goazgaurfop uaoq jou savq asvjya fo souvpunoq sayvysipy’)

JNIUGOP WN[Aq BSIP [SENSTUNUPE Yede[im seieg

(M) sassouyvou Ureenuaasy

S40p0 \3&.&\»«@

/TeuINsIH 1013[e ]
SA0pID JPUAIUT
/Teurduy 1013eq

ponunuoy "¢ Xpuaddy”
uenfue ‘¢ vendwe

105

JURNAL Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 13 No. 2 Agustus 2016, Hal. 85-106



Lampiran 4. Prioritas Strategi Implementasi Program Hutan Desa di Desa Tanjung Aur 11
Appendix 4. Priority of Implementation Strategy of 1V illage Forest Program in Tanjung Aur 11

Strategi (Strategy )

Faktor kunci Bobot

(Key factors ) (Weight ) 1 2 3 4 5

AS TAS AS TAS AS TAS AS TAS AS TAS

Faktor internal (I ternal factors )

Kekuatan/Strengths  (S)

a. Keberadaan lahan hutan negara (HL dan HPT) dengan 0,173 2 0,347 1 0,173 4 0,694 1 0,173 2 0,347
luas yang memadai dalam wilayah desa
(The existence of state forests (protected forest and limited
production forest) with an sufficient area in rural areas)

b. Masyarakat desa memiliki modal sosial yang kuat dalam 0,152 4 0,606 3 0,455 3 0,455 4 0,606 4 0,606
bentuk kepercayaan (trust) terhadap sesama, pemerintah,
dan pihak lain
(Viillagers have strong social capital in the form of trust to others,
governments , and other parties)

c.  Dukungan aparatur desa, tokoh masyarakat, dan 0,182 4 0,729 4 0,729 4 0,729 4 0,729 4 0,729
masyarakat penggarap lahan hutan negara
(Support of village officials, community leaders, and cultvators of
state forest land)

Kelemahan/Weaknesses (W)

d. Batas wilayah administrasi desa belum definitif 0,165 2 0,329 1 0,165 2 0,329 1 0,165 3 0,494
(Administrative boundaries of village have not been definitively

e. Komoditi utama yang dibudi dayakan di lahan hutan 0,103 1 0,103 1 0,103 2 0,207 1 0,103 1 0,103
negara bukan tanaman kehutanan (pohon penghasil
kayu)
(The main commodities grown in state forest lands not forestry
plants (woody))

f.  Rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat 0,122 1 0,122 1 0,122 2 0,245 3 0,367 2 0,245
terhadap program Hutan Desa
(Lack of knowledge and understanding of the community against
the Village Forest program)

g Tidak ada norma/aturan dalam pengelolaan sumber daya 0,102 1 0,102 1 0,102 4 0,408 2 0,204 1 0,102
alam (termasuk hutan) yang berlaku secara khusus di desa
setempat
(No norms/ rules in the management of natural resonrces (including
Jforests) which applies specifically in the local village)

Faktor eksternal (External factors )

Peluang/ Opportunities  (O)

a. Kemudahan aksesibilitas menuju kawasan hutan negara 0,123 1 0,123 1 0,123 2 0,246 2 0,246 1 0,123
(Ease of accessibility to the area ofstate forest)
b. Ketergantungan masyarakat yang tinggi terhadap lahan 0,127 3 0,382 4 0,509 3 0,382 2 0,254 2 0,254

hutan negara sebagai lahan usaha pertanian/perkebunan
(High dependence of community on state forest lands as the land of
Sfarming | plantation)
c.  Penerapan pola agroforestri oleh masyarakat penggarap 0,090 2 0,181 1 0,090 2 0,181 2 0,181 1 0,090
lahan hutan negara
(Application of agroforestry by cultivators community on state forest
land)
d. Dukungan stakeholder lainnya sesuai kapasitas dan 0,129 3 0,388 1 0,129 2 0,259 4 0,518 2 0,259
peranannya masing-masing
(Support of other stakeholders according to the capacity and role of

each)
Ancaman/ Threats (T)
e. Peningkatan perambahan kawasan hutan negara oleh 0,136 4 0,545 2 0,272 4 0,545 2 0,272 3 0,408

masyarakat dari luar desa setempat
(Increased state forest land encroachment by pegple from outside the
local village)

f. Terbatasnya dana fasilitasi program yang dianggarkan 0,129 1 0,129 4 0,518 1 0,129 4 0,518 4 0,518
oleh stakeholder terkait
(Limited of fundsto facilitation programs that budgeted by
stakeholders)

g Terbatasnya sumber daya manusia yang dimiliki 0,132 1 0,132 2 0,263 1 0,132 4 0,527 1 0,132
stakeholder terkait yang dapat memfasilitasi Hutan Desa
(Limited human resonrces | Village Forest facilitator)

h. Koordinasi antar stakebolder terkait kurang betjalan baik 0,133 1 0,133 1 0,133 1 0,133 4 0,531 1 0,133
(Lack of coordination between relevant stakeholders)

Total skor ketertarikan

(Amount of attractiveness score (IAS)) 4,352 3,888 5,073 5,395 4,544

Prioritas strategi terpilih

(Selected strategic priorities) v v 11 I 11

Sumber (Source): Pengolahan data primer dan sekunder (Processed from primary and secondary data)
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